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ABSTRAK 
Nama   : Sri Dewi Ratu 
Nim   : 90400114095 
Program Studi  : Akuntansi 
Judul Skripsi  : Akuntansi Forensik; Upaya Mereduksi White Collar  
  Crime (Studi Kasus pada Badan Pemeriksa Keuangan   
  (BPK) RI Sulawesi Selatan) 
 
White Collar Crime merupakan isu baru yang masih terjadi dalam beberapa 
tahun ini. Akuntansi forensik berkaitan dengan white collar crime, dimana 
akuntansi foerensik itu digunakan untuk memecahkan masalah dan 
mengungkapkan fraud (kecurangan). Tujuan penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui akuntansi forensik dapat mereduksi white collar crime di BPK RI 
Sulawesi Selatan, untuk mengetahui tindakan akuntan forensik dalam mereduksi 
white collar crime di BPK RI Sulawesi Selatan. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 
Sumber data dari penelitian adalah data primer yang diperoleh secara langsung 
dari sumber asli, tidak melalui media perantara dan data sekunder tidak 
didapatkan secara langsung akan tetapi dengan perantara atau dari pihak lain. 
Informan merupakan auditor BPK berjumlah 3 informan. Analisis keabsahan data 
yang digunakan adalah teknik triangulasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan akuntansi forensik dalam 
mereduksi white collar crime sangat relevan khususnya dalam upaya pencegahan 
fraud melalui tools-tools atau sistem aplikatif yang dibangun yaitu: Fraud Control 
Plan (FCP), SPIP dan SIMDA, kesemuanya itu adalah sistem yang aplikatif 
diterapkan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan. Dalam 
melakukan tindakan dalam mengungkap dan memberantas white collar crime, 
bahwa akuntansi forensik merupakan perpaduan antara akuntansi, audit dan 
hukum, maka seorang akuntan forensik dituntut untuk memiliki pengetahuan dan 
pemahaman yang mendalam mengenai ketiga ilmu tersebut. 
Kata Kunci: Akuntansi Forensik, White Collar Crime. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Kemerdekaan Indonesia telah berusia 73 tahun, namun Indonesia belum 
bisa merdeka dari lilitan kasus fraud. Menurut laporan Association of Certified 
Fraud Examiners (ACFE) tahun 2012, Indonesia berada pada posisi tiga besar 
dengan sampel kasus tertinggi di Asia setelah Negara Cina dan India (Guindra, 
2015; dalam Ardiansyah dkk, 2016: 7). Indonesia kelihatannya belum mampu 
bangkit dari bayang-bayang masa krisis moneter tahun 1997 yang mana krisis 
tersebut dibarengi dengan runtuhnya rezim Seoharto, yang terkenal ditenggarai 
kerap terjadi praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) pada eranya (Shodiq 
dkk, 2013). Padahal berbagai upaya telah dilakukan pemerintah sejak dulu 
(sebelum tumbangnya rezim orde baru) hingga saat ini, salah satunya adalah 
mendirikan lembaga-lembaga dan usaha beberapa pakar untuk meminimalkan dan 
menanggulangi tindak pidana korupsi. Namun demikian, tindakan korupsi tidak 
ada habisnya ibaratkan mati satu tumbuh seribu (Syafnita, 2013:7). 
Howood, Leiner, & Young (2003:3) mendefinisikan akuntansi forensik 
adalah aplikasi keterampilan investigasi dan analitik yang bertujuan untuk 
memecahkan masalah-masalah keuangan melalui cara-cara yang sesuai dengan 
standar yang ditetapkan oleh pengendalian atau hukum. Menurut Kumalahadi dari 
Ikatan Akuntansi Indonesia (2009: 11) akuntansi forensik merupakan perpaduan 
antara accounting, auditing, dan kemampuan investigasi yang menghasilkan 
kekhususan yang disebut forensik accounting. Keunikan dari akuntansi forensik 
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ini sendiri adalah metode ini memiliki kerangka berfikir yang berbeda dari audit 
laporan keuangan. Audit laporan keuangan lebih berprosedur dan kurang efektif 
dan mendeteksi kecurangan akuntansi forensik lebih efektif digunakan mendeteksi 
kecurangan karena di prosesnya metode ini terkadang lebih mengendalkan intuisi. 
 Laporan keuangan menjadi tolak ukur kinerja perusahaan sebagai 
packaging manajemen perusahaan dimana berpengaruh dalam sebuah aktivitas 
investasi dimasa yang akan datang. Statement of Financial Accounting Concept 
(SFAC) yang memaparkan bahwa unsur yang utama dalam menilai suatu kinerja 
atau pertanggungjawaban manajemen yaitu dilihat dari informasi laba, sehingga 
dalam suatu usahanya memberikan informasi laba yang bagus dan kadang-kadang 
menimbulkan keprilakuan earning management.  
Cabang Fraud tree yang pertama yaitu korupsi (corruption) yang 
mencakup beberapa hal seperti konflik kepentingan rekan atau keluarga dalam 
proyek, penyuapan, pengambilan dana secara paksa, permainan dalam tender dan 
grafitifikasi terselubung. Cabang Fraud tree yang kedua yaitu pengambilan aset 
secara illegal atau Asset Misappropiation, cabang ini terbagi lagi menjadi 
beberapa yaitu: skimming (penjarahan) yakni pengambilan aset sebelum 
pembukuan; lapping (pencurian) yakni uang dijarah sesudah masuk kas 
perusahaan; dan kitting (penggelapan dana) yakni adanya bentuk 
penggelembungan dana atau dana mengambang. Cabang Fraud Tree yang 
terakhir adalah kecurangan laporan keuangan Fraudulent Statement berupa salah 
saji material dan data keuangan palsu yang di mana kecurangan biasanya 
dilakukan oleh manajer. 
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Contoh kejahatan kerah putih (white collar crime) yang saat ini sedang 
marak diperbincangkan adalah kejahatan pencucian uang atau money laundring.  
Kuswanto (2010: 8) menyatakan bahwa pencucian uang merupakan proses yang 
dilakukan oleh seseorang atau organisasi kejahatan terhadap uang haram, yaitu 
uang yang berasal dari tindak kejahatan, dengan maksud menyembunyikan asal-
usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan 
penindakan terhadap tindak kejahatan dengan cara terutama memasukkan uang 
tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system) sehingga apabila uang 
tersebut kemudian dikeluarkan dari sistem keuangan itu, maka uang tersebut telah 
berubah menjadi sah. Karena melibatkan uang dalam jumlah yang sangat besar, 
pelaku kejahatan melakukan tindakan menyamarkan atau menyembunyikan hasil 
kejahatan agar tidak terdeteksi oleh aparat. Proses pencucian uang dilakukan 
melalui kegiatan legal dengan memanfaatkan lembaga-lembaga keuangan 
khususnya perbankan, atau usaha real estate, money changer dan usaha lainnya 
(Waluyo, 2009: 4).  
Kasus-kasus fraud diperparah dengan semakin cepatnya perubahan global 
yang menimbulkan kekacauan baru di tengah masyarakat, contohnya ketimpangan 
ekonomi, kemiskinan dan ketidakadilan sosial menjadi isu yang tidak pernah 
padam. Dampaknya mengakibatkan tumbuhnya motivasi untuk melakukan 
tindakan kecurangan (fraud) sebagai jalan untuk tetap bertahan hidup dari 
kekacauan ekonomi. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi berbanding 
lurus dengan meningkatnya intelegensia fraudster, kemampuan dan kehebatan 
para pelaku tindak pidana white collar crime (Hakim dan Martin, 2015: 8). 
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Menurut Caplin (2009) dalam Rufaidah (2015: 10) kata intelegensi 
diartikan sebagai, kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap 
situasi baru secara cepat dan efektif, serta kemampuan menggunakan konsep 
abstrak secara efektif. Kecenderungan melakukan tindakan kecurangan 
disebabkan oleh beberapa faktor yang diungkapkan oleh beberapa teori: fraud 
triangle theory yang terdiri dari adanya pressure, opportunity, dan rationalization. 
Fraud pentagon yang terdiri dari arrogance, competence, opportunity, 
rationalization dan capability (Abdullah dan Mansor, 2015: 4). Teori Jack 
Bologne GONE yang merupakan singkatan dari Greed (keserakahan), 
Opportunity (kesempatan), Need (kebutuhan), dan Pressure (pengungkapan), 
dimana dua faktor yaitu Greed dan Need terutama berhubungan dengan individu 
(pelaku kecurangan) dan Opportunity dan Pressure berhubungan dengan 
organisasi  (korban perbuatan kecurangan); Teori kebutuhan Maslow, teori 
Vroom, teori Klitgaard, dan teori Ramirez Torrez (Woluyo, 2014: 12). Perilaku 
individu dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal seperti yang 
diungkapkan dalam Expextancy Theory. 
Korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (extra ordinary 
crime) sekaligus merupakan kejahatan yang sulit dicari penjahatnya (crime 
without offendes), karena korupsi berada pada wilayah yang sulit untuk ditembus. 
Mengapa demikian, karena korupsi dikatakan sebagai invinsible crime yang 
sangat sulit memperoleh prosedural pembuktiannya, dimana modus operandinya 
bersifat sistematis dan berjamaah (Rukmini, 2009; dalam Halif, 2012: 6). 
Ketidakmampuan dan lemahnya kinerja aparat penegak hukum dan lembaga-
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lembaga terkait serta kolaborasi pihak eksekutif, legislatif dan aparat dalam 
melakukan tindak pidana korupsi, membuat kepercayaan masyarakat hilang. Salah 
satu jalan keluar dari permasalahan penggunaan akuntansi forensik adalah 
pilihannya untuk mendeteksi fraud (Temitope dkk, 2016: 7) dengan meminjam 
istilah kedokteran yaitu membedah fraud menggunakan teknik-teknik audit 
investigatif (Sayyid, 2014: 6). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia forensic  
mempunyai makna; (1) Cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan 
penerapan fakta-fakta medis pada masalah-masalah hukum, (2) Ilmu bedah yang 
berkaitan dengan penentuan identitas mayat seseorang yang ada kaitannya dengan 
kehakiman dan peradilan. 
Informasi laporan keuangan tersebut digunakan oleh pembaca yaitu guna 
pengambilan keputusan untuk masa mendatang. Perusahaan juga kadang kala 
menunjukkan hasil kinerjanya tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Hal ini juga 
dikarenakan bagi perusahaan hanya ingin mendapatkan sorotan bagus dari 
berbagai pihak. Sorotan bagus yang ingin diperoleh dari perusahaan inilah yang 
mendorong adanya manipulasi informasi di bagian tertentu yang akan disajikan 
kepada publik. Adanya kecurangan juga muncul karena hubungan antara agent 
dan principal. Pihak pemegang saham memberikan kepercayaan kepada 
manajemen untuk mengelola saham yang mereka miliki, sehingga manajemen 
berupaya sebaik mungkin untuk mengelola perusahaan bahkan terkadang dengan 
cara yang kurang baik. Antara pemegang saham dan manajemen kurang 
memperhatikan kepentingan pemegang saham sehingga menimbulkan berbagai 
konflik. 
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 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai tempat peneliti untuk 
melakukan observasi mengenai white collar crime. Badan Pemeriksa Keuangan 
tersebut berfungsi sebagai internal auditor dimana pemerintah ikut berperan aktif 
dalam menangkal, mencegah  dan mengungkapkan praktek korupsi. Wujud nyata 
yang terlihat di masyarakat dari meminimalisir korupsi adalah penanganan kasus-
kasus tindak pidana korupsi dalam bentuk penyelidikan dan penyidikan serta 
proses pengadilan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Ini merupakan 
bentuk kewenangan aparat penegak hukum. 
Sejalan dengan berkembangnya sejarah Indonesia BPK RI juga mengalami 
berbagai perkembangan. Sekitar 30 tahun setelah lembaga tinggi Negara yang 
bernama Badan Pemeriksa Keuangan yang dikenal dengan singkatan BPK ini 
hijrah dari Yogyakarta ke Bogor lalu ke Jakarta, BPK RI baru ini mempunyai satu 
perwakilan BPK. Selanjutnya pada usia ke 34, BPK mulai mengembangkan 
sayapnya untuk mengimbangi akan peningkatan mutu hasil pemeriksaan. 
Mengingat semakin meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) dari tahun ke tahun serta tanggung jawab tugas pemeriksaan yang 
semakin meningkat pula, maka pada tahun 1981 dibentuk Perwakilan BPK 
wilayah III berdasarkan keputusan ketua BPK No. 04/SK/K/1981 tentang 
perwakilan BPK di Ujung Pandang dan keputusan Ketua BPK No.1/SK/K/1982 
tentang organisasi dan tata kerja sekretariat Jendral Badan Pemeriksa Keuangan. 
Perwakilan BPK Wilayah III di Ujung Pandang diresmikan sejak tanggal 
27 Mei 1981. Setelah itu terjadi perubahan lagi menjadi perwakilan BPK RI di 
Makassar berdasarkan keputusan Ketua BPK RI Nomor 02/SK/I-VII.3/1/2006 
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sebagai perubahan keempat atas keputusan BPK RI Nomor 12/SK/I-VII.3/7/2004 
tentang organisasi dan tata Kerja Pelaksana BPK RI. Selanjutnya, berdasarkan 
keputusan Ketua BPK RI Nomor 06/K/I-XIII.2/10/2018 tentang nama Kantor 
Perwakilan BPK RI, nama Perwakilan BPK RI di Makassar menjadi Perwakilan 
Provinsi Sulawesi Selatan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.  
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Pemeriksaan Barang dan Jasa 
tahun Anggaran 2017 dan Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemda 
dalam pemenuhan kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional 
tahun Anggaran 2015-2017 semester 1 pada Pemprov Sulsel, di kantor BPK RI 
Perwakilan Sulsel di Jalan AP Pettarani. (Kabar News Makassar, 2017). 
Perwakilan BPK RI Sulsel, Endang Tuti Kardani menerangkan jika 
penyerahan LHP tersebut merupakan tanggungjawab BPK untuk mendorong 
pelaksanaan Good Governance dimana diharapkan temuan pemeriksaan tersebut 
dapat segera mendapatkan perhatian. Lebih jauh, Endang juga mengimbau tim 
tindak lanjut Pemda se-Sulsel agar melakukan maksimalisasi dalam menindak 
lanjuti rekomendasi BPK RI yang tertuang dalam LHP yang diterima. 
Menurutnya, akuntabilitas adalah kunci utama pengelolaan keuangan Negara atau 
daerah yang harus diterapkan pada setiap empitas dalam pelaksanaan 
penyelanggaraan pemerintah termasuk belanja daerah, baik belanja modal maupun 
barang dan jasa. Selanjutnya Endang Tuti Kardani menjelaskan: 
 “Olehnya, itu setiap belanja harus dipertanggungjawabkan sesuai 
dan sejalan dengan akuntansi pemerintah. APBD dan APBN harus 
mendapatkan pengawalan extra, baik dari pengawasan lembaga 
internal maupun external agar dapat sasaran, sehingga pemeriksaan 
BPK menjadi sangat penting dan strategis karna menjadi value bagi 
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pemerintah daerah untuk menjadi entitas dan membangun 
kepercayaan public dalam pembangunan.”  
 
Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur’an yang berbicara tentang korupsi. Ketika 
penulis menelusuri terminology korupsi menurut Al-Qur’an, penulis menemukan 
beberapa kata yang digunakan untuk menyebut korupsi dan koruptor. Hal ini 
sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-qur’an. Adapun ayat yang 
menjelaskan tentang kecurangan dijelaskan QS. An-Nahl 16: 90 
۞  ُﺮُﻣۡﺄَﻳ َ ﱠTٱ ﱠﻥِﺇ ِﺮَﻜﻨُﻤۡﻟٱَﻭ ِٓءﺎَﺸَۡﺤﻔۡﻟٱ ِﻦَﻋ ٰﻰَﻬۡﻨَﻳَﻭ َٰﻰﺑُۡﺮﻘۡﻟٱ ﻱِﺫ mٓﻱَﺎﺘﻳِﺇَﻭ ِﻦ َٰﺴۡﺣ ِۡﻹٱَﻭ ِﻝۡﺪَﻌۡﻟﭑِﺑ 
 َﻭ  َﻥﻭُﺮﱠَﻛَﺬﺗ ۡﻢُﻜﱠﻠََﻌﻟ ۡﻢُﻜُﻈِﻌَﻳ ِۚﻲَۡﻐﺒۡﻟٱ٩٠  
Terjemahnya: 
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 
kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl /16:90) 
Ayat diatas berisi tentang pentingnya menjaga amanah/janji, larangan 
untuk berbuat kecurangan, tidak menipu dan bahkan tidak menzalimi. Dengan 
tegas Allah melarang orang-orang yang beriman untuk berbuat curang terhadap 
tanggung jawab yang telah laksanakan, seperti halnya adil menempatkan sesuatu 
pada tempatnya dan memberikan hak kepada masing-masing yang mempunyai 
hak. Kepada Allah SWT. misalnya dengan mentauhidkan-Nya dan tidak berbuat 
syirik, menaati-Nya dan tidak melupakan serta bersyukur kepada-Nya dan tidak 
kufur. Jika sebagai pemimpin, maka ia memenuhi kewajibannya terhadap orang 
yang berada di bawah kepimimpinannya baik sebagai pemimpin dalam lingkup 
besar maupun lingkup kecil. 
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Berdasarkan latar belakang dan acuan dari penelitian yang dikemukakan 
di atas, maka penulis dalam penelitian ini maka penulis tertarik untuk mengambil 
judul untuk penulisan skripsi ini yaitu: “Akuntansi Forensik Upaya Mereduksi 
White Collar Crime (Studi Kasus pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 
Sulawsi Selatan)”. 
B. Rumusan Masalah 
Skandal kecurangan yang marak terjadi selama beberapa dekade ini telah 
banyak menyita perhatian publik. Berbagai penelitian dilakukan untuk 
mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pemicu bagi seseorang untuk 
melakukan tindakan fraud yaitu korupsi. Korupsi adalah tindak pidana yang 
merupakan kejahatan yang sangat luar biasa atau biasa disebut extra ordinary 
crime. Salah satu penelitian yang telah menerima banyak dukungan dari para 
akademisi yaitu penelitian oleh Cressy (1953) dalam Skousen dkk (2009)  yang 
menyatakan bahwa terdapat tiga kondisi yang menyebabkan seorang manajer 
melakukan tindak kecurangan (arogansi, kompetensi, tekanan, kesempatan, dan 
rasionalisasi). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka 
permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian dapat dirumuskan dalam bentuk 
pertanyaan penelitian yakni: 
1. Bagaimana akuntansi forensik dalam mereduksi white collar crime? 
2. Bagaimana tindakan akuntan forensik dalam mereduksi white collar 
crime? 
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C. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian ini untuk mengatahui bagaimana akuntansi forensik dapat 
mereduksi white collar crime dan menggunakan metode kualitatif dengan 
pendekatan studi kasus deskriptif. Sebagaimana diketahui bahwa munculnya 
minat beperilaku ditentukan oleh tiga faktor penentu, yaitu sikap terhadap 
perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku persepsian. Diharapkan dapat 
bermanfaat untuk memperkaya pengetahuan dalam bidang akuntansi dengan 
menggali sedalam mungkin pengalaman hasil wawancara, dan yang utama adalah 
dalam memaknai serta memanfaatkan akuntan forensik yang dapat mereduksi 
white collar crime. 
D. Penelitian Terdahulu 
Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil 
berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat 
dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu pendukung yang menurut peneliti 
perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan 
permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini 
menjelaskan hasil bacaan terhadap literature, buku ilmiah, dan hasil penelitian 
berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Untuk penelitian lapangan, 
penelitian terdahulu bertujuan untuk memastikan masalah yang akan diteliti yang 
belum pernah diteliti oleh peneliti lainnya. Pokok masalah yang akan diteliti 
mempunyai hubungan dengan sejumlah penelitian yang telah ada. Hal ini untuk 
membuktikan bahwa inti masalah yang akan diteliti oleh peneliti dicantumkan 
11 
 
untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan 
dilakukan oleh peneliti. 
Effendi (2013: 3) menjelaskan bahwa metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Untuk metode statistiknya 
menggunakan regresi linter sederhana. Data diperoleh melalui penyebaran 
questioner, dan wawancara terhadap akuntan forensik di Badan Pemeriksa 
Keuangan Republik Indonesia di Sulawesi Selatan dan studi kepustakaan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme akuntan forensik memiliki 
pengaruh yang sedang dan signifikan terhadap kompetensi bukti tindak pidana 
korupsi sebesar 33,67%. Indikator yang digunakan untuk mengukur 
profesionalisme akuntansi forensik berpedoman pada profesionalisme berdasarkan 
pendapat Hall R. yang terdiri dari lima dimensi terhadap profesi, kewajiban sosial, 
kemandirian, keyakinan terhadap profesi dan hubungan antar profesi.  Salah satu 
akuntansi forensik/ fraud dalam judul upaya minimalisasi kecurangan dan 
rekayasa keuangan adalah penggunaan keahlian akuntansi yang dipadu dengan 
kemampuan investigasi untuk memecahkan suatu masalah/ sengketa keuangan 
atau dugaan fraud (Sayyid, 2004: 12) 
Sutrisno (2013:64) mengatakan bahwa praktek penyimpangan dapat terjadi 
di semua sektor, baik publik maupun swasta. Dapat terjadi di semua jenis 
perusahaan dan lembaga/instansi pemerintah. Bentuknya bermacam-macam, 
termasuk memanfaatkan perkembangan teknologi. Untuk mencegah 
penyimpangan dan kecurangan, di samping dengan menerapkan praktek good 
corporate governance, audit forensik dapat berperan di dalamnya. Karena di 
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samping mengungkap terjadinya praktik penyalahgunaan dan kecurangan, audit 
forensik juga dapat memberi efek jera bagi pelakunya.  
Penelitian dengan mengangkat tema white collar crime telah banyak 
dilakukan dan menjadi isu yang menarik untuk dikupas lebih lanjut. Novelty atau 
kebaruan dalam penelitian ini adalah penelitian telah berupaya memadukan teori 
Expentancy dan Theory Agency yang dilakukan kejahatan tindak pidana koupsi 
yaitu money laundring dengan upaya mereduksi akuntansi foreksik. 
E. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini dapat diartikan sebagai pendekatan ilmiah pada pengkajian 
masalah secara sistematis dan objektif untuk mencari pengatahuan yang dapat 
dipercaya (Ary dkk, 2000: 44). Adapun tujuan penelitian ini perumusan masalah 
di atas, dapat diidentifikasi tujuan penelitian ini sebagai berikut:  
1.  Untuk mengatahui akuntansi forensik dalam mereduksi white collar 
crime. 
2.  Untuk mengatahui tindakan akuntan forensik dalam mereduksi white 
collar crime. 
F. Manfaat Penelitian  
Dari hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat penelitian ini 
sebagai berikut: 
1. Manfaat teoritis dalam aspek penelitian diharapkan dapat 
menyempurnakan Expectancy Theory atau teori ekspektasi yang terkadang 
disebut sebagai teori harapan. Inti dari teori ini adalah bahwa perilaku 
individu dipengaruhi oleh berbagi faktor internal dan eksternal. Tetapi 
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pada dasarnya yang lebih mempengaruhi seseorang adalah akibat dari 
seseorang itu sendiri (faktor internal). 
2. Manfaat praktis dalam penilitian ini adalah menjadi sebuah acuan dan 
masukan terhadap manajemen dan auditor ataupun akuntan. Untuk 
mendeteksi kecurangan white collar crime sehingga manajemen dan 
auditor ataupun akuntan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. 
Dengan demikian orang-orang mempunyai kepentingan pada perusahaan 
mulai pada stockholder sampai para stockholder akan merasakan kepuasan 
atas kinerja yang diberikan, selain itu akan muncul kepercayaan terhadap 
perusahaan. 
3. Manfaat Regulasi Penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris 
dalam pengembangan akuntansi forensik kedepan dan memberikan 
gambaran akuntansi lingkungan kedepan serta memberikan gambaran 
dalam penyajian dan pengungkapan akuntansi forensik dalam mereduksi 
white collar crime. Karena mengingat akuntansi forensik merupakan salah 
satu kecurangan laporan keuangan perusahaan dalam menangani 
kecurangan-kecurangan yang terkait dengan perusahaan tersebut. Untuk 
itu, dari hasil penelitian ini memberikan rekomendasi kepada Ikatan 
Akuntansi Indonesia (IAI) untuk segera menyusun kebijakan akuntansi 
terkait dengan akuntansi forensik. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Expectancy Theory 
Expectancy Theory atau teori ekspektasi kadang disebut sebagai teori 
harapan dikemukakan oleh Victor H. Vroom pada tahun 1964 lalu diperluas lagi 
oleh Porter dan Lawler dimana Vroom lebih menekankan pada faktor hasil 
(outcomes), ketimbang kebutuhan (needs) seperti yang dikemukakan oleh Maslow 
dan Herzberg (Dudija, 2012: 7). Teori ini menyatakan bahwa kekuatan 
kecenderungan seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu bergantung pada 
kekuatan ekspektasi kita mengenai hasil yang diberikan dan ketertarikannya 
(Robins, 2014; dalam Shadrina dan Widawati, 2015: 5). Inti dari teori ini adalah 
bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. 
Dalam teori ini disebutkan bahwa seseorang akan memaksimalkan usaha dan 
meminimalkan segala yang menghalangi pencapaian hasil maksimal. 
Expectancy theory dapat menjembatani perbedaan yang besar antara kedua 
sisi dan menunjukkan hubungan timbal balik. Teori tersebut mendemonstrasikan 
dengan jelas bahwa tujuan yang ditentukan dalam tingkatan yang dapat dicapai, 
sangat penting apabila tujuannya untuk memotivasi. Teori ini juga 
mengemukakan bahwa orang-orang akan termotivasi untuk melakukan hal-hal 
tertentu guna mencapai tujuan apabila mereka yakin bahwa tindakan mereka akan 
mengarah pada pencapaian tujuan tersebut (Dudija, 2012: 6). 
Sehubungan dengan tingkat ekspektasi seseorang, Pinder (2014: 9) dalam 
bukunya Work Motivation berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang 
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mempengaruhi tingkat harapan atau ekspektasi seseorang yaitu harga diri, 
keberhasilan waktu melaksanakan tugas, bantuan yang dicapai dari seorang 
supervisor dan pihak bawahan, informasi yang diperlukan untuk melaksanakan 
suatu tugas, dan bahan-bahan baik dan peralatan baik untuk bekerja. Sementara 
teori harapan dalam jurnal Shadrina dan Widawati (2015: 7) menyatakan bahwa 
motivasi karyawan adalah hasil didasarkan atas, harapan (expectancy) yaitu suatu 
kesempatan yang diberikan akan terjadi karena perilaku atau suatu penilaian. 
Karena adanya tindakan ini, menimbulkan ketimpangan ekonomi dan 
ketidakadilan sosial yang memotivasi melakukan kecurangan. Ini berkaitan 
dengan teori ekspektasi yang mengemukakan bahwa orang-orang akan termotivasi 
untuk melakukan hal-hal tertentu guna mencapai tujuan apabila mereka yakin 
bahwa tindakan mereka akan mengarah pada pencapaian tujuan tersebut. 
White Collar Crime termotivasi mencapai tujuannya untuk 
mensejahterakan dirinya dengan melakukan money laundering guna 
memaksimalkan usaha dan meminimalkan segala yang pencapainnya dengan 
menggunakan jabatan yang fungsi untuk meminimalkan investasi. Selanjutnya 
nilai (valence), akibat dari perilaku tertentu mempunyai nilai/martabat tertentu 
(daya/nilai motivasi) bagi setiap individu yang bersangkutan. Serta pertautan 
(instrumentality), persepsi dari individu yang tingkat pertama ekspektasi 
merupakan sesuatu yang ada dalam diri individu yang terjadi karena adanya 
keinginan untuk mencapai hasil sesuai dengan tujuan atau keyakinan bahwa 
kinerja akan mengakibatkan penghargaan. 
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B. Agency Theory (Teori Keagenan) 
Teori Keagenan mendasarkan hubungan antara pemegang saham atau 
pemilik dengan pihak operasional perusahaan atau dikenal sebagai 
agen/manajemen (Martantya dan Daljono, 2013: 12). Jensen dan Meckling (1976: 
42) menyatakan hubungan keagenan timbul karena adanya kontrak antara 
principal dan agen dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan 
keputusan kepada agen. Teori keagenan menganggap bahwa seseorang 
berperilaku sesuai dengan kepentingan masing-masing. Manajer perusahaan 
berperan sebagai agen dengan tanggung jawab meningkatkan keuntungan para 
pemilik, tetapi seseorang manajer juga memiliki kepentingan untuk 
memaksimumkan kesejahteraannya, hal ini memungkinkan agen tidak bertindak 
sesuai dengan kepentingan principal. 
Sugianto dan Jiantari (2014: 11) mengungkapkan akuntansi forensik 
merupakan suatu proses pengumpulan serta pengevaluasian bukti 
secara objektif tentang kejadian dan pernyataan ekonomi untuk 
disesuaikan dengan kriteria yang telah ditentukan sebagai bukti 
untuk menyelesaikan kasus-kasus kriminal dan memiliki 
konsekuensi juridiksi. Seorang akuntan forensik mengandalkan 
keahlian dan kompetensi intelektual yang tinggi serta insting seperti 
seorang “spionase”, menggunakan metode surveillance, 
whistleblowing, dan investigasi bahkan mereka juga dapat dikatakan 
bekerja atas dasar mencurigai (skeptism) ataupun tidak dapat 
dipengaruhi oleh apapun. Kejahatan tindak pidana korupsi yaitu 
money laundring tidak hanya merupakan permasalahan di bidang 
penegakan hukum, namun juga menyangkut ancaman keamanan 
nasional dan internasional suatu Negara. 
 
Sehubungan dengan hal tersebut upaya untuk mencegah dan mereduksi 
praktik telah menjadi perhatian internasional, memang bukan persoalan mudah 
dalam mengatasi dan mengungkap persoalan korupsi yang sudah mendarah 
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daging ini. Akuntansi forensik memerlukan faktor-faktor pendukung dalam 
menjalankan tugasnya dengan menggunakan pendekatan fraud pentagon.  
Berdasarkan hal tersebut informasi yang dihasilkan oleh manajemen 
memungkinkan untuk menyesatkan para pengguna laporan keuangan. Inilah yang 
disebut dengan perbedaan kepentingan yang dapat berakibat timbulnya konflik 
kepentingan antara agent dan principal yang memicu adanya biaya agensi, 
sehingga pelanggaran seperti manipulasi laporan keuangan dan mengakibatkan 
masing-masing pihak berusaha untuk memperbesar keuntungan bagi diri sendiri 
atau biasa disebut korupsi. Teori ini jugalah yang menjadi faktor terbentuknya 
sifat-sifat yang dijabarkan secara rinci di dalam fraud pentagon. 
C. Akuntansi Forensik 
Akuntansi forensik merupakan suatu analisis akuntansi yang digunakan 
dalam perdebatan di pengadilan untuk diskusi serta resolusi di pengadilan (Rozali, 
2015: 575). Penerapan pendekatan-pendekatan dan analisis-analisis akuntansi 
dalam akuntansi forensik dirancang untuk menyediakan analisis dan bukti 
memadai atas suatu asersi yang nantinya dapat dijadikan bahan untuk 
pengambilan berbagai keputusan di pengadilan (Wiratmaja, 2015: 5). 
Penyelidikan forensik mungkin didasarkan pada akuntansi, obat kedokteran, 
rancang-bangun atau beberapa disiplin lain. Tuasikal (2018: 201) mengemukakan 
bahwa prinsipnya forensik investigasi merupakan penerapan teknik-teknik 
auditing yang ditujukan dan dirancang khusus untuk mencari atau menemukan 
bukti dan pembuktian atas suatu pengungkapkan keuangan yang nantinya dapat 
digunakan dalam proses persidangan di pengadilan. Akuntansi forensik meliputi 
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investigasi kecurangan dan menginvestigasi pembukuan keuangan maupun 
catatan yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Berbeda dengan auditor yang 
memberikan opini terhadap laporan keuangan, Akuntansi forensik lebih berfokus 
pada suatu dugaan atau peristiwa tertentu. Oleh karena itu, akuntansi forensik 
memiliki peran yang efektif dalam menyelidiki dan membuktikan adanya tindak 
pidana korupsi (Hakim, 2014: 56).  
Akuntan forensik dapat digunakan di sektor publik maupun privat. Di 
Indonesia, penggunaan akuntansi forensik di sektor publik lebih menonjol dari 
sektor privat karena jumlah perkara yang lebih banyak di sektor publik. Di sektor 
publik (pemerintahan), tahap-tahap dalam rangkaian akuntansi forensik terbagi 
diantara beberapa lembaga, yakni lembaga yang melakukan pemeriksaan 
keuangan, lembaga pengawasan internal pemerintahan, lembaga pengadilan, dan 
lembaga yang memerangi kejahatan pada umumnya, dan korupsi (Tuanakotta, 
2014:93).  
Jumansyah, dkk. (2011: 4) menyatakan bahwa akuntansi forensik dapat 
membantu menyelesaikan kasus-kasus hukum dengan cara membantu para 
penegak hukum untuk melakukan perhitungan dan pengungkap pos kecurangan, 
mendeteksi penyebab terjadinya kecurangan, menemukan petunjuk awal (indicia 
of fraud) terjadinya kecurangan, dan mendeteksi kira-kira waktu kecurangan dapat 
terungkap dan membedakan kecurangan yang terungkap melalui tip atau secara 
kebetulan. 
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D. Fraud Pentagon  
Fraud dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah kecurangan. 
Kecurangan adalah penipuan yang disengaja, umumnya berbentuk kebohongan, 
penjiplakan dan pencurian. Menurut Tommie W Singleton dan Aaron J,  
Singleton dan Aaron (2014: 7) mengemukakan kecurangan adalah 
perbuatan mencakup akal muslihat, kelicikan, dan tidak jujur dan 
cara-cara yang tidak layak untuk menipu orang lain, untuk 
keuntungan diri sendiri sehingga merugikan pihak lain. 
 
Sedangkan Menurut G. Jack Bologna , Robert J Lindquist dan Joseph T. 
Wells, kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud memberikan 
manfaat keuangan kepada si penipu. (Bologna dkk.,  2014). Dari beberapa 
pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, kecurangan adalah perilaku atau 
perbuatan penipuan yang disengaja yang dilakukan secara individu maupun 
berkelompok untuk memperoleh manfaat atau keuntungan, namun merugikan 
pihak lain. 
Arles (2014: 17) mengemukakan bahwa kecurangan (fraud) seperti yang 
didefinisikan sebagai representasi tentang fakta material yang palsu dan sengaja 
atau ceroboh sehingga diyakini dan ditindaklanjuti oleh tindakan melawan hukum. 
Kecurangan atau perbuatan curang juga merupakan salah satu dari berbagai tindak 
pidana (Tuanakotta, 2014: 194). Oleh karena itu definisi diatas, dapat disimpulkan 
bahwa  fraud merupakan tindakan kriminal. Akuntansi forensik ini bertujuan 
untuk bertujuan untuk menerjemahkan transaksi keuangan yang kompleks dari 
data, angka ke dalam bentuk yang dapat dimengerti secara umum. Serta 
memahami apa yang ada di balik laporan keuangan. Hal ini tentu saja, 
dimaksudkan agar segala sesuatu dapat dilakukan pendeteksian sejak dini, 
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sehingga bisa segera diketahui ada yang tidak beres dalam data-data keuangan 
yang sajikan. 
Sayyid (Tuanakotta 2014: 241) tertulis bahwa The Association of 
Certified Fraud Examiners (ACFE) merupakan suatu organisasi 
professional yang bertujuan untuk memberantas kecurangan. ACFE 
mengklasifikasikan kecurangan dalam bentuk tiga cabang utama dan 
diikuti dengan cabang-cabang yang lebih spesifik, yang dikenal 
dengan sebutan “Fraud Tree”. Fraud Tree adalah sistem klasifikasi 
berbagai bentuk kecurangan (Uniform Occupational Fraud 
Classification System). Occupational Fraud Tree memiliki tiga 
cabang utama yaitu corruption, asset misapropiation, dan fraudulent 
statement. 
  
Fraud model sudah berkembang dengan pesat dalam beberapa tahun 
terakhir ini, pertama kali fraud model ditemukan oleh Donald R.Cressey yang 
kemudian dikenal sebagai fraud triangle. Fraud tiangle menggambarkan faktor-
faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan. Fraud triangle kemudian hingga 
sejak dini berkembang menjadi fraud pentagon yang ditemukan Apprilia 
(2017:9).  
Perkembangan model  fraud terbaru ditemukan oleh Jinathan Marks 
(2012: 9) yang disebut sebagai The Crow’s Fraud Pentagon. Perbedaan nyata 
antara fraud triangle dan fraud pentagon adalah dalam fraud tiangle berfokus 
pada kecurangan yang dilakukan pada tingkat manajemen tingkat menengah, 
sedangkan fraud pentagon mempunyai skema kecurangan yang lebih yang lebih 
luas dan menyangkut manipulasi yang dilakukan oleh Chief Executive Officer 
(CEO)  atau Chief Financial Officier (CFO). Di bawah ini fraud pentagon: 
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Tekanan 
Gambar 2.1  
Fraud Pentagon 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Data diolah Jinathan Marks 2017. 
Di bawah ini akan dijelaskan mengenai unsur-unsur yang terkandung 
dalam fraud pentagon 
1. Arogansi (arrogance): merupakan sifat kurangnya hati nurani yang 
merupakan sikap superioritas atau adanya sifat congkak pada seseorang 
yang percaya bahwa pengendalian internal tidak dapat diberlalukan secara 
pribadi. Menurut Cahyaningtyas (2015) yang di kemukakan oleh Aprilia 
(2017: 110), kesombongan ini muncul dari keyakinan bahwa dirinya 
mampu melakukan kecurangan dan kontrol yang ada tidak dapat menimpa 
dirinya sehingga berpikir bebas untuk melakukan kecurangan tanpa takut 
adanya sanksi yang akan menjeratnya; 
2. Kompetensi (compentence/capability) : yang dimaksud dengan kompetensi 
disini adalah dalam hal seseorang untuk melakukan fraud. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan kemampuan 
karyawan untuk menembus pengendalian internal yang ada di 
perusahaannya, mengembangkan strategi penggeapan yang canggih, dan 
mampu mengendalikan situasi sosial yang mampu mendatangkan 
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keuntungan baginya dengan cara mempengaruhi orang lain agar bekerja 
sama dengannya (Aprilia, 2017);  
3. Peluang (opportunity): control yang lemah memberikan kesempatan bagi 
seseorang untuk melakukan penipuan. Dalam Sukiman dan Sari (2013) 
yang dikemukakan oleh Aprilia (2017: 4), menjelaskan terbukanya 
kesempatan dikarenakan si pelaku percaya bahwa aktivitas mereka tidak 
mereka tidak akan terdeteksi. Andaikan tindakan tersebut diketahui, maka 
tidak akan ada tindakan serius untuk menanggapi hal tersebut. Peluang 
biasanya terkait dengan lingkungan dimana perbuatan itu akan terjadinya, 
hal ini disebabkan karena pengendalian internal yang lemah, pengawasan 
manajemen yang kurang memadai, dan prosedur yang dijalankan tidak 
jelas;  
4. Tekanan (pressure): adanya motivasi untuk melakukan dan 
menyembunyikan penipuan yang dilakukan. Tuanakotta (2012: 89) 
menjelaskan bahwa seseorang melakukan penggelapan uang perusahaan 
karena adanya tekanan yang menghimpitnya, tekanan itu data berupa 
kebutuhan mendesak yang harus segera diselesaikan (tekanan keuangan) 
dan hal ini tidak dapat dibagikan kepada orang lain. Masalah tersebut akan 
ditutup rapat-rapat oleh bersangkutan dan menjadi permasalahan yang 
nonshareable baginya;  
5. Rasionalisasi (rationalization): adanya pemikiran untuk membenarkan 
kecurangan yang sudah terjadi. Rasionalisasi diperlukan untuk mencerna 
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perilakunya yang melawan hukum untuk tetap mempertahankan jati 
dirinya sebagai orang yang dipercaya. 
Tekanan yaitu adanya insentif atau kebutuhan untuk melakukan fraud. 
Tekanan dapat mencakup hampir semua hal termasuk gaya hidup, tuntutan 
ekonomi, dan lain-lain termasuk hal keuangan dan non-keuangan. Seseorang 
melakukan penggelapan karena didorong oleh kebutuhan akan uang yang 
mendesak dan tidak mungkin diceritakan kepada orang lain. Himpitan yang 
mendesak dan perasaan bahwa tidak ada orang yang dapat membantu dalam 
temuan Skeosen, dkk (2019: 10) dikenal dengan perceived nonshareble need. 
Perceived non-shareble need tidak hanya berhubungan dengan kebutuhan hidup 
yang mendesak akan tetapi lebih pada kebutuhan untuk memperoleh status lebih 
tinggi atau mempertahankan status yang sudah ada. 
Pada umumnya yang mendorong terjadinya kecurangan adalah kebutuhan 
atau masalah finansial tapi banyak juga yang hanya terdorong oleh keserakahan. 
Perbedaan kepentingan antara principal dan agen menjadi sumber pemicu 
tekanan. Keinginan manajemen untuk mensejahterakan kehidupannya mengalami 
kendala saat prinsipal berkeinginan untuk mendapatkan pengembalian sebesar-
besarnya dalam waktu cepat. Tekanan juga bisa timbul saat kinerja perusahaan 
berada pada titik dibawah rata-rata kinerja industri (Skousen dkk, 2009: 14). 
Untuk itu dalam perusahaan antara principal dan agen diharuskan adanya 
keselamatan tujuan, sebagai salah satu cara untuk meminimalisir tindak 
kecurangan yang dapat merugikan pihak lain. 
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Tekanan, peluang atau kesempatan juga ikut melatar belakangi terjadinya 
tindakan kecurangan, perusahaan dengan pengendalian internal yang lemah akan 
memiliki banyak celah yang menjadikan kesempatan bagi manajemen untuk 
memanipulasi transaksi atau akun tertentu (Martantya dan Daljono, 2013: 2). 
Biasanya disebabkan karena internal control suatu organisasi yang lemah, 
kurangnya pengawasan, dan/atau penyalahgunaan wewenang. Di antara 5 elemen 
Fraud pentagon, opportunity merupakan elemen yang paling memungkinkan 
untuk diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, dan kontrol dan upaya 
deteksi dini terhadap fraud. Selain itu adanya informasi asimetri yang terjadi 
antara pemilik perusahaan selaku prinsipal dan manajemen selaku agen juga bisa 
menjadi sebuah kesempatan untuk melakukan kecurangan.  
Kondisi terakhir adalah bagian dari fraud pentagon yang paling sulit 
dinilai atau diukur, yaitu rasionalisasi adalah kondisi di mana pelaku mencari 
pembenaran atas perbuatannya. Menurut Skousen, dkk (2009: 9) rasionalisasi 
adalah rendahnya integritas yang dimiliki seseorang menimbulkan pola pikir di 
mana orang tersebut merasa dirinya benar saat melakukan kecurangan, sebagai 
contoh manajemen membenarkan untuk melakukan praktik manajemen laba. 
Pembenaran atas perilaku manajemen laba timbul disertai adanya tekanan di mana 
manajemen harus bisa menghasilkan laba perusahaan yang relatif stabil dan tidak 
berisiko tinggi di masa yang akan datang. Seseorang yang tidak jujur mungkin 
lebih mudah untuk merasionalkan penipuan, namun bagi mereka dengan moral 
yang tinggi mungkin tidak mudah. Pembenaran ini muncul karena adanya 
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keinginan dalam diri pelaku untuk tetap aman dan terbebas dalam hukuman 
(Aprilia, 2017: 5).  
Kecurangan dapat terjadi karena adanya keserakahan di dalam kekuasaan, 
disambut dengan peluang yang terbuka lebar untuk melakukan kecurangan, dan 
adanya tuntutan kehidupan hidup, baik berupa tuntutan primer seperti keluarga 
individu, maupun karena gengsi serta kurangnya tanggungjawab atau 
pengungkapan yang jelas. Di Indonesia sendiri hukum yang mengatur mengenai 
kecurangan telah diatur sedemikian rupa, tetapi di dalam pelaksanaannya masih 
banyak berbenturan dengan etika yang sepantasnya tidak dapat dilanggar. 
E. Money Laundring Sebagai Modus Baru Extra Ordinary Crime 
Tindak pidana korupsi biasa disebut dengan kejahatan kerah putih (white 
collar crime), menurut Rohaniwan (2011) dalam Satrio (2013: 3) kejahatan kerah 
putih (white collar crime) adalah istilah temuan Hazel Croal untuk menyebut 
berbagai tindak kejahatan di lembaga pemerintahan yang terjadi, baik secara 
struktural yang melibatkan sekelompok orang maupun secara individu. Korupsi 
adalah kejahatan yang sangat luar biasa atau biasa disebut extra ordinary crime, 
sekaligus merupakan kejahatan yang sulit dicari penjahatnya (crime without 
offendes). Telah dipaparkan sebelumnya bahwa korupsi berada pada wilayah yang 
sulit untuk ditembus, dikarenakan modus operandinya bersifat sistematis dan 
berjamaah sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Rukmini (2009) dalam Halif 
(2012: 9). 
Tindak pidana korupsi dengan modus operandi baru adalah money 
laundering, istilah money laundering sebenarnya telah dikenal sejak tahun 1920 di 
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Amerika Serikat yang dilakukan oleh seorang bos mafia besar bernama Al 
Capone. Al Capone membuka usaha bisnis laundry menggunakan uang tunai 
dalam penggelapan uang, pelacuran, dan penyelundupan minuman keras, uang 
kotor tersebut diolah menjadi uang halal. Dari skandal tersebutlah usaha 
melegalkan uang yang ilegal dikenal dengan istilah money laundering (Dewayani 
dan Chariri, 2011: 3). Dalam bahasa Indonesia money laundering berarti 
pencucian uang. Secara sederhana Waluyo (2009: 4) mengartikan pencucian uang 
sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mengubah uang hasil kejahatan 
tersebut, sehingga uang tersebut menjadi nampak sebagai hasil kegiatan yang sah 
karena asal-usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan. Kegiatan money 
laundering telah menjadi transnational crime karena prosesnya tidak hanya 
dilakukan di dalam suatu Negara tetapi telah melewati batas-batas Negara. 
Money Laundering dilakukan dalam 3 tahap yaitu tahap placement 
(penempatan), tahap layering, dan tahap integration (Buchanan, 2004; dalam 
Waluyo, 2009: 14). Pada tahap penempatan, uang yang dihasilkan dari aktivitas 
kriminal dibawa ke dalam sistem keuangan. Pada titik ini hasil kriminalitas yang 
paling jelas dan risiko tertinggi pada deteksi. Pelaku pencucian uang 
"menempatkan" dana ilegal menggunakan berbagai teknik, yang meliputi deposit 
uang tunai ke rekening bank dan penggunaan  uang tunai untuk membeli aset 
bernilai tinggi seperti tanah, properti dan barang-barang mewah, menyelundupkan 
uang atau harta hasil tindak pidana ke Negara lain. Selain itu teknik lain adalah 
menggabungkan uang dari hasil kegiatan kejahatan dengan uang dari kegiatan 
yang sah. 
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Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan sumber atau 
kepemilikan dana dengan menciptakan lapisan kompleks keuangan transaksi, 
tahap inilah yang disebut layering (pelapisan). Tujuan dari tahap ini adalah untuk 
memisahkan uang yang ilegal dari sumber tindak kriminal atau tindak kecurangan 
dengan sengaja membuat web kompleks transaksi keuangan yang bertujuan untuk 
menyembunyikan beberapa jejak audit dan sumber dan kepemilikan dana. Tahap 
ini adalah yang paling sulit dalam proses pencucian uang, dan intinya adalah 
bagaimana membuat “uang kotor” sulit untuk dilacak asal muasal dana tersebut 
yang dengan kata lain menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta 
kekayaan hasil tindak pidana tersebut. Beberapa modus layering antara lain 
mentransfer dana secara elektronik, transfer melalui kegiatan perbankan lepas 
pantai (offshore), dan transaksi menggunakan perusahaan boneka (shell 
corporation), yaitu perusahaan yang didirikan secara formal berdasarkan aturan 
hukum yang berlaku namun tidak digunakan untuk melakukan kegiatan usaha. 
Integrasi membersihkan uang ke dalam perekonomian adalah tahap akhir 
dari proses, dan dicapai oleh pelaku pencucian uang sehingga tampaknya telah 
diperoleh secara legal. Hal ini sangat sulit untuk membedakan antara kekayaan 
legal dan ilegal pada tahap integrasi. Tahap ini memasukkan kembali dana yang 
sudah kabur asal usulnya ke dalam harta kekayaan yang telah tampak sah baik 
untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan 
material maupun keuangan, penjualan kapal pesiar yang dibeli ada tahap layering, 
atau membeli barang mahal dari perusahaan yang dimiliki oleh pelaku, atau 
dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah ataupun untuk 
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membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dalam tahap ini, para pelaku dapat 
memakai uangnya tanpa tertangkap. Sangat sulit untuk menangkap pelaku saat 
sudah mencapai tahap ini jika tidak ada bukti dokumentasi dari tahap-tahap 
sebelumnya. 
Tindak pidana pencucian uang pada dasarnya tidak merugikan seorang 
atau perusahaan tertentu secara langsung. Namun, menurut Sjahdeini (2007) 
dalam Kurniawan (2008: 10) pencucian uang dapat membahayakan kinerja 
ekonomi nasional dan sistem keuangan internasional serta lebih jauh lagi akan 
berdampak terhadap penurunan angka pertumbuhan ekonomi dunia. Menurut 
Husein 2006 dalam Kurniawan (2008: 6) secara makro Money Laundering dapat 
mempersulit pengendalian moneter, mengurangi pendapatan Negara dan 
meningkatkan country risk, dari sisi mikro akan menimbulkan high cost economy 
dan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Dampak tindak pidana 
pencucian uang di sektor swasta adalah mengakibatkan terpukulnya bisnis yang 
sah karena tidak dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan ilegal dan pada 
akhirnya dapat mengakibatkan perusahaan-perusahaan yang sah tersebut gulung 
tikar. Para pelaku money laundering biasanya tidak tertarik untuk memperoleh 
keuntungan dari investasi mereka, tetapi mereka lebih tertarik untuk melindungi 
hasil kejahatan yang telah mereka lakukan. 
F. Modus Money Laundering 
Modus yang dilakukan dalam tindak pidana pencucian uang, merupakan  
faktor utama sebagai pilihan yang aman bagi para pelaku untuk menghalalkan 
uangnya. Menurut Effendi (2013) dalam Hakim dan Martin (2015: 11) kemajuan 
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teknologi adalah yang paling mendorong terjadinya money laundering, karena 
dengan teknologi dari satu Negara ke Negara lain bukanlah hal yang sulit. 
Akibatnya kejahatan-kejahatan terorganisir sangat dimudahkan dalam kegiatan 
organisasinya, lebih mudah dan cepat dalam memindahkan jumlah uang yang 
terbilang besar dari Negara satu ke Negara lainnya. Dengan kemajuan teknologi 
juga muncullah electronic money atau e-money, sebuah nama generik yang 
diberikan kepada konsep uang secara digital ditandatangani oleh sebuah lembaga 
penerbit melalui kunci enkripsi (rahasia) pribadi dan ditransmisikan kepada 
seseorang. Uang tersebut kemudian dapat dinegosiasikan secara elektronik dengan 
pihak-pihak lain sebagai pembayaran barang-barang atau jasa di manapun di 
dunia. 
Penyimpanan uang hasil kejahatan ke dalam suatu Bank, sangat sulit untuk 
diperiksa ataupun sekedar mengorek informasi, dikarenakan ketentuan rahasia 
bank yang sangat ketat, contohnya saja bank di Negara-Negara Uni Eropa dan 
Inggris. Selain itu menyimpan uang di Bank dengan menggunakan nama samaran 
ataupun tanpa nama juga menjadi salah satu faktor pendorong, contohnya saja di 
Austria membolehkan seseorang atau organisasi membuka rekening menggunakan 
nama samaran. Hal ini juga dikarenakan Negara yang bersangkutan tidak 
bersungguh-sungguh dalam mereduksi money laundering, Negara tersebut juga 
mendapatkan keuntungan dengan dilakukannya penempatan dana haram tersebut 
di lembaga keuangan di Negara itu. Hal tersebut juga dapat diakibatkan, beberapa 
Negara belum mempunyai peraturan mengenai praktik money laundering dalam 
sistem hukum, membuat praktik ini semakin subur. 
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G. Mereduksi Korupsi Menggunakan Dimensi Radical Humanist dan Radical 
Strukturalist 
Radical Humanist dan Radical Strukturalist adalah paradigma kritis. 
Paradigma kritis selalu melihat realitas sosial, memakai pendekatan objektif 
maupun subjektif dalam memandang perubahan sosial, perubahan inilah yang 
perlu didorong guna memberantas tindak pidana korupsi termasuk money 
laundering. Radical humanist memandang perubahan melalui kesadaran, 
sedangkan radical structuralist melihat melalui sistem (Mulawarman, 2010: 13). 
Dengan kedua paradigma tersebut, beberapa langkah dan strategi dapat digagas 
dalam mengeliminasi korupsi melalui struktur atau sistem dan sisi kesadaran. 
Pendekatan radical humanist dalam melawan korupsi dengan melalui 
usaha penyadaran yang tentunya akan memakan waktu yang relatif lama (long 
term), hal ini tentunya adalah sebuah pekerjaan yang berat. Sebenarnya tindakan 
yang paling utama yang harus dilakukan adalah pencegahan, seperti yang 
ditekankan dalam jargon bidang kesehatan “lebih baik mencegah daripada 
mengobati”. Albercht (2010:26) dalam Setiawan (2012: 18) mengatakan bahwa 
pencegahan terdiri dari dua aktivitas fundamental; (1) membuat dan 
mempertahankan sebuah budaya kejujuran dan beretika tinggi, (2) melakukan 
penilaian risiko fraud dan membangun respon konkrit untuk mengurangi 
(mitigasi) risiko serta menghilangkan kesempatan terjadinya fraud. Budaya 
kejujuran yang dibangun dan dipelihara dengan baik akan menekan seseorang 
melakukan tindak korupsi, apalagi jika kesempatan untuk melakukan tindakan 
tersebut juga ditutup. 
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Tindak kecurangan saat ini adalah persoalan moral etika. Permasalahan 
moral merupakan hal utama yang seharusnya dibangun terlebih dahulu untuk 
membendung menurunnya etika masyarakat. Pendidikan moral dan etika sejak 
dini merupakan tugas para orang tua dan pendidik, mereka memiliki tugas untuk 
melestarikan, mengajarkan dan menumbuh kembangkan nilai-nilai moral kepada 
anak-anak yang kelak akan menjadi penerus bangsa. Menanamkan karakter 
kejujuran, kasih sayang dan nilai-nilai kebaikan. Jadi aspek pendidikan ini 
memiliki peran penting dan subtansial dalam peletakan dasar kesadaran melalui 
pendidikan moral dan etika. Tidak sampai pada pendidikan dini, pendidikan 
karakter juga harus diajarkan pada semua jenjang pendidikan hingga ke level 
perguruan tinggi. 
Aspek pendidikan ini juga berfungsi untuk mendorong tumbuhnya 
kesadaran akan bahaya dari tindak kecurangan, pendidikan ini juga akan 
memberikan kesempatan seseorang untuk memiliki kemampuan dalam 
pencegahan, pendeteksian, dan investigasi atas beragam bentuk kecurangan. 
Menurut Setiawan (2012: 3) internalisasi karakter dalam pembelajaran formal di 
lingkup institusi pendidikan yang baik ini akan semakin menguat jika 
ditambahkan dengan penanaman nilai agama. Seseorang yang memiliki keimanan 
akan tiba pada kesadaran teologi (anti) korupsi, karena sesungguhnya hati nurani 
sebagai refleksi kebaikan, tidak sekalipun memberikan toleransi terhadap semua 
jenis korupsi. Sedangkan pendekatan radical structuralist yaitu mengubah dan 
mereduksi/mengurangi korupsi dengan melalui pembangunan sistem dan struktur. 
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Ada lima motivasi yang mendorong terjadinya fraud yaitu arogansi, 
kompetensi, tekanan, peluang, dan rasionalisasi (fraud pentagon). Berdasarkan 
pemahaman tentang kemungkinan terjadinya tindakan penyalahgunaan tersebut, 
maka ada dua langkah yang perlu dilakukan. Pertama, menyiapkan perangkat 
infrastruktur hukum yang memadai dan mampu menjerat segala modus praktik 
korupsi, termasuk money laundering, serta mampu membuat jera para pelakunya 
agar tidak mengulangi tindak kecurangan. Kedua, setelah perangkat hukum ada, 
penegakan hukum harus pandang bulu adalah jawaban untuk memberikan efek 
jera bagi pelaku dan calon pelaku, harus tegas dan kuat. Sebenarnya para penegak 
hukum juga mesti selalu berpegangan pada prinsipnya, bersikap profesional, 
berpegangan teguh pada yang benar, agar penerapan penegakan hukum dapat 
berjalan sebagaimana mestinya. 
Di Indonesia sendiri produk dari hukum telah ada contohnya Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK), namun faktanya kehadiran dan aksi KPK belum 
dapat memberikan efek jera bagi para pelaku, meskipun begitu minimal ada 
perhatian khusus dari pemangku kepentingan terhadap bahayanya korupsi ini. Jika 
KPK dapat ditingkatkan kinerja dan mutunya, tentunya dengan didukung oleh 
pemerintah dan legislatif, serta Hakim yang berani tegas dalam menghukum 
koruptor dengan seberat-beratnya, maka pemberantasan korupsi masih dapat 
diharapkan menemukan titik terang. Selain itu media massa juga dapat berperan 
dalam hal untuk memberikan pressure maksimal bagi pelaku, sebagai bentuk 
sanksi sosial, agar mereka berpikir beribu-ribu kali sebelum melakukan tindakan 
serupa di kemudian hari. 
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H. Membedah Money Laundering  dengan Menggunakan Strategi Follow the 
Money 
Respons merupakan salah satu cara mencegah maraknya terjadi tindakan 
kecurangan atau fraud di dunia bisnis, adalah deteksi dini berupa adanya prosedur 
pemeriksaan secara akuntansi dan secara hukum yang akhir-akhir ini lebih 
populer dengan nama akuntansi forensik dan audit investigatif. Secara sederhana, 
akuntansi forensik dan audit investigatif adalah perpaduan antara tiga disiplin 
ilmu yaitu ilmu akuntansi, ilmu audit serta ilmu hukum (Sayyid, 2014: 11). 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia forensic  mempunyai makna; (1) Cabang 
ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penerapan fakta-fakta medis pada 
masalah-masalah hukum, (2) Ilmu bedah yang berkaitan dengan penentuan 
identitas mayat seseorang yang ada kaitannya dengan kehakiman dan peradilan. 
Jadi bedah atau membedah, adalah teknik membedah atau membelah untuk 
meneliti dan menyembuhkan gangguan kesehatan, jika dilihat dalam perspektif 
ekonomi gangguan kesehatan adalah kecurangan (fraud). 
Sugianto dan  Jiantari (2014: 7) mengungkapkan akuntansi forensik 
merupakan suatu proses pengumpulan serta pengevaluasian bukti secara objektif 
tentang kejadian dan pernyataan ekonomi untuk disesuaikan dengan kriteria yang 
telah ditentukan sebagai bukti untuk menyelesaikan kasus-kasus kriminal dan 
memiliki konsekuensi juridiksi. Akuntansi forensik lebih efektif digunakan dalam 
mendeteksi serta membedah kecurangan karena dari dalam prosesnya, terkadang 
lebih mengandalkan intuisi dan deduktif, yang memiliki tujuan untuk 
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memecahkan masalah-masalah keuangan melalui cara-cara yang sesuai dengan 
standar yang telah ditetapkan oleh pengadilan atau hukum. 
Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak 
sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak 
dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary crime) melainkan telah 
menjadi kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Tindak pidana korupsi 
merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh 
sebagian besar masyarakat, tidak hanya masyarakat Indonesia bahkan masyarakat 
internasional. Dengan ditetapkannya kejahatan korupsi sebagai suatu kejahatan 
luar biasa (extraordinary crime), maka diperlukan metode penegakan hukum 
secara luar biasa seperti akuntansi forensik dan audit investigatif. 
Akuntansi forensik dengan pendekatannya yang efektif dalam 
mengungkap dan menyediakan alat bukti tindak kejahatan korupsi di pengadilan 
dalam prespektif fraud pentagon tentu memiliki aplikasi yang luas. Akuntansi 
forensik dengan profesi akuntan forensiknya dapat menghambat keyakinan dari 
pelaku atau calon pelaku korupsi bahwa ada peluang untuk melakukan korupsi 
dan tidak ada profesi atau lembaga yang akan mampu mengungkapkannya. 
Akuntansi forensik berperan sebagai strategi preventif untuk mencegah tindak 
pidana korupsi karena ada kekhawatiran dari pelaku bahwa korupsi yang 
dilakukan dengan mudah akan terungkap oleh para akuntan forensik. Selain itu 
dapat mengambil peranan dalam upaya pengungkapan tindak pidana korupsi atau 
strategi detektif, dalam konteks ini akuntansi forensik menerapkan prosedur-
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prosedur investigasi yang memadukan kemampuan investigasi untuk 
mengobservasi niat atau modus operandi dari pelakunya (Lidyah, 2016: 12). 
Sayyid (2014: 13) mengatakan bahwa audit investigatif secara sederhana 
dapat didefinisikan sebagai suatu upaya pembuktian atas suatu kesalahan sesuai 
dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam kasus money laundering dapat 
digunakan salah satu teknik investigatif yaitu penelusuran jejak-jejak arus uang, 
atau follow the money. Secara harfiah mengikuti jejak-jejak yang ditinggalkan 
dalam suatu arus uang atau arus dana. Dana bisa mengalir secara bertahap, 
berpindah, dan berjenjang, tapi pada akhirnya akan berhenti disuatu tempat, 
tempat perhentian terakhir inilah yang menjadi sebuah petunjuk kuat yang akan 
membawa kepada pelaku fraud. Dengan mengikuti aliran uang maka akan 
diketahui siapa sebenarnya pengguna dan penikmat hasil korupsi. Secara 
konseptual, uang dan kekayaan adalah target sekaligus tujuan dari pelaku korupsi. 
Di Indonesia, pendekatan  follow the money diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan disempurnakan lagi dalam Undang-
Undang No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang. Seorang akuntan forensik atau auditor investigatif dapat 
memanfaatkan peraturan-peraturan ini sebagai dasar untuk melakukan strategi 
follow the money untuk mengungkap money laundering. Dimana jika terdapat 
perubahan kekayaan seseorang secara signifikan, dapat dijadikan sebagai indikasi 
awal dicurigai adanya tindak pidana korupsi, setelah ada indikasi awal tindakan 
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selanjutnya adalah menelusuri aliran dana tersebut untuk mengetahui darimana 
dana berasal dan siapa pihak-pihak yang terlibat dalam dana tersebut. Jika bukti 
tentang pelaku telah terungkap, tindak lanjut adalah pemberian hukuman, sesuai 
dengan peraturan atau undang-undang yang mengatur. 
I. Rerangka Pikir 
Kejahatan kerah putih (white collar crime) saat ini sedang marak 
diperbicangkan. Kejahatan kerah putih adalah kejahatan pencucian uang atau 
money laundering. Proses pencucian uang ini dilakukan melalui kegiatan legal 
dengan menfaatkan lembaga-lembaga keuangan khususnya perbankan atau usaha 
real estate, money changer dan usaha lainnya. Ini sesuai dengan teori keagenan 
dimana white collar crime merupakan agen dan principal yang bertanggung jawab 
atas jabatannya, namun juga berusaha memaksimalkan kesejahteraan dirinya . 
Karena adanya tindakan ini, menimbulkan ketimpangan ekonomi dan 
ketidakadilan sosial yang memotivasi melakukan kecurangan. Ini berkaitan 
dengan teori ekspektasi yang mengemukakan bahwa orang-orang akan termotivasi 
untuk melakukan hal-hal tertentu guna mencapai tujuan apabila mereka yakin 
bahwa tindakan mereka akan mengarah pada pencapaian tujuan tersebut. 
White Collar Crime termotivasi mencapai tujuannya untuk 
mensejahterakan dirinya dengan melakukan money laundering guna 
memaksimalkan usaha dan meminimalkan segala yang menghalangi  
pencapainnya dengan menggunakan jabatan yang tinggi untuk meminimalkan 
investasi. White collar crime adalah berbohong, curang, dan mencuri. Istilah ini 
diciptakan pada tahun 1939 dan sekarang identik dengan berbagai macam 
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penipuan yang dilakukan oleh para profesional bisnis dan pemerintah, sehingga 
dibutuhkan akuntansi forensik untuk mereduksi kejahatan tersebut. Dalam 
mereduksinya akuntansi forensik memerlukan prosedur dan tindakan. 
Setelah melalui tahap tersebut diharapkan terciptanya pemerintahan yang 
baik atau good governance memiliki prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, 
kemandirian, integritas dan partisipasi. Secara sederhana, rerangka pikir dapat 
dijelaskan melalui gambar berikut: 
Gambar 2.2 
Rerangka Pikir 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut 
Indriantoro dan Supomo (2013: 12) merupakan paradigma penelitian yang 
menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan 
sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistis, kompleks 
dan rinci. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data pada objek 
penelitian. Selain itu, pengambilan data juga dilakukan dengan mengakses situs 
resmi perusahaan yang akan diteliti, dan dengan mengunduh (download) melalui 
internet data-data lain yang terkait penelitian.  
2. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah  penelitian 
tersebut telah dilakukan. Dalam penelitian kaulitatif, lokasi penelitian merupakan 
tahap yang sangat penting karena lokasi penelitian merupakan objek dan tujuan 
untuk mempermudah dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan 
mengumpulkan data-data baik wawancara langsung dengan informan 
menginterpretasikan makna dibalik kehidupan para informan dan data pendukung 
lainnya pada objek yang diteliti. Penelitian ini berlokasi di Badan Pemeriksa 
Keuangan RI (BPK) Provinsi Sulawesi Selatan. 
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B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif 
yaitu penelitian yang pemecahan masalahnya berdasarkan data-data yang ada, 
melakukan penyajian data, menganalisis dan menginterpretasikannya. Penelitian 
deskriptif memusatkan perhatian kepada pemecahan masalah-masalah aktual 
sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan (Mudrajad, 2014: 12). 
Adapun penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat 
suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan 
penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara 
suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat atau populasi (Sastradipraja, 
2013: 17).  
Tipe yang paling umum dari penelitian deskriptif ini meliputi penilaian 
sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan. Peneliti menggunakan 
analisis deskriptif karena peneliti menganggap bahwa objek penelitian Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK)  RI Provinsi Sulawesi Selatan terdapat kasus white 
collar crime, sehingga peneliti ingin menganalisis akuntansi forensik dalam 
mereduksi kasus-kasus white collar crime.  
C. Sumber Data Penelitian 
Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yaitu 
sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, tidak 
melalui media perantara. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti 
untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer ini berasal dari jawaban atas 
wawancara yang dilakukan kepada informan. Dan juga menggunakan data 
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sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung akan tetapi dengan 
perantara atau dari pihak lain. Data Sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini 
misalnya dokumen atau arsip dan website terkait, buku-buku pendukung, maupun 
skripsi dan jurnal yang relevan yang berasal dari mereduksi white collar crime. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa 
cara yaitu: 
1. Metode wawancara (interview Methods), data yang akan diperoleh dengan 
cara mewawancarai (interview) responden secara langsung. Untuk 
memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dibahas, penelitian 
menggunakan metode pengumpulan data penelitian lapangan (field 
research), yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari 
kegiatan di kancah lapangan kerja penelitian. Dalam penelitian ini, penulis 
menggunakan teknik pengumpulan data di lapangan berupa wawancara 
kepada para informan. 
2. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara bersentuhan secara 
langsung situasi dan kondisi objek yang diteliti di lapangan sehingga 
peneliti dapat menarik kesimpulan. 
3. Studi dokumentasi, yaitu prosedur pengumpulan data berupa data-data 
sekunder yang berupa dokumen-dokumen sosial perusahaan yaitu yang 
mengandung narrative text, foto, tabel dan grafik yang memuat penjelasan 
mengenai data akuntansi kecurangan. 
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4. Studi pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 
mengumpulkan, membaca, dan mempelajari literatur referensi dari jurnal, 
makalah, dan buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dikaji 
untuk mendapatkan kejelasan konsep dalam upaya penyusunan landasan 
teori yang berguna dalam pembahasan. 
5. Internet Searching yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan 
berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet guna 
melengkapi referensi penulis berkaitan masalah yang diteliti. 
E. Teknik Penentuan Informan 
Menurut beberapa penelitian, informan harus memiliki beberapa kriteria 
yang perlu dipertimbangkan yaitu: 
1. Subjek yang telah lama bekerja, minimal 2 tahun dan intensif menyatu 
dengan suatu kegiatan atau medang aktivitas yang menjadi sasaran atau 
perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan 
memberikan informasi diluar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan. 
2. Subjek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan 
kegiatan yang menjadi sasaran atau penelitian.  
Berikut ini informan dalam penelitian: 
Tabel 3.1  
Informan Penelitian 
 
No. Nama Samaran Jabatan 
1. DB Auditor BPK 
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2. RC Auditor BPK 
3. NA Auditor BPK 
                                  Sumber: Data diolah peneliti 
 
F. Instrumen Penelitian 
Penelitian ini, hal yang dilakukan dan dianggap penting untuk memperoleh 
hasil yang maksimal dan memudahkan dalam penelitian, peneliti menggunakan 
metode wawancara berupa alat rekam suara dan pengambilan gambar sebagai alat 
untuk memperoleh keabsahan data. Penelitian kualitatif memandang peneliti 
merupakan instrumen utama penelitian, di mana peneliti sekaligus sebagai 
perencana yang menetapkan fokus, memilih responden, sebagai pelaksana 
pengumpulan data, menafsirkan data, menarik kesimpulan sementara di lapangan 
dan menganalisis data di lapangan yang alami tanpa dibuat-buat. Sudarwin (2002: 
31) menyatakan bahwa peneliti sebagai instrumen dalam penelitian kualitatif 
mengandung arti bahwa peneliti melakukan kerja lapangan secara langsung dan 
bersama beraktivitas dengan orang-orang yang diteliti untuk mengumpulkan data. 
Konsekuensi peneliti sebagai instrumen penelitian adalah peneliti harus 
memahami masalah yang akan diteliti. Menurut Djaelani (2013: 24) pengumpulan 
data dalam penelitian kualitatif sangat dinamis, di mana peneliti memasuki 
lapangan yang terbuka apa adanya, otomatis peneliti menghadapi situasi yang sulit 
diprediksi dengan tepat apa yang sudah, sedang dan akan terjadi. Untuk itu maka 
peneliti haruslah mengandalkan teknik-teknik pengumpulan data kualitatif, seperti 
wawancara, observasi, dokumen dan pemaknaan. Peneliti dituntut untuk 
menunjukkan bukti secara nyata dari lapangan. teknik pengumpulan data yang 
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utama dalam penelitian kualitatif adalah observasi partisipatif dan wawancara 
mendalam ditambah dokumentasi. 
G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 
Analisis data merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah 
penelitian. Kegiatan ini dilakukan setelah peneliti memperoleh data-data yang 
dibutuhkan. Tujuan dilakukan analisis data adalah untuk menyederhanakan data 
ke dalam bentuk yang mudah diinterpretasikan dan mudah dipahami. Langkah-
langkah analisis data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 
1. Mengumpulkan dan menganalisa data yang telah diperoleh  yaitu  dari 
proses definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan 
pengungkapan dengan cara membandingkan antara data hasil wawancara 
dengan data dokumentasi perusahaan yang berupa data laporan keuangan 
perusahaan, laporan atau data produksi, dan pedoman kebijakan 
perusahaan untuk mereduksi white collar crime. Data yang diperoleh dari 
wawancara, observasi, maupun analisis dokumen diverifikasi melalui 
perbandingan antara data yang diperoleh dengan metode-metode tersebut. 
Tujuan dilakukan langkah ini adalah untuk mengetahui dan memastikan 
apa saja biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dan bagaimana perlakuan 
akuntansi atas kecurangan pada perusahaan menyangkut definisi, 
pengakuan, pengukuran, penilaian dan penyajian dan pengungkapannya di 
laporan keuangan perusahaan. 
2. Hasil dari analisa tersebut selanjutnya akan diperbandingkan dengan teori 
dan konsep serta dibandingkan dengan Pernyataan Standar Akuntansi 
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Keuangan (PSAK) yang ada dan mendukung. Tujuan dilakukan langkah 
ini adalah untuk mengetahui kesesuaian atau tidak antara teori yang 
berkembang secara umum dengan praktek yang terjadi di perusahaan dan 
kesesuaian antara pengakuan perusahaan dengan realitas dampak yang 
dirasakan oleh masyarakat setempat. 
3. Memberikan kesimpulan atas hasil pembahasan. Apabila hasil analisa 
masih banyak perbedaan-perbedaan dengan teori dan konsep yang ada 
dan PSAK yang mendukung, maka peneliti akan memberikan saran atau 
masukan yang diperlukan. Tujuan dilakukannya langkah ini adalah untuk 
membantu memberi perusahaan beberapa pilihan untuk lebih 
mengembangkan praktek perlakuan akuntansi forensik di perusahaan 
tersebut sesuai dengan teori dan konsep dan PSAK yang mendukung dan 
berkembang saat ini. 
H. Pengujian Keabsahan Data 
Penelitian kualitatif, pengujian keabsahan data untuk mendapatkan nilai 
kebenaran terhadap penelitian disebut juga dengan uji kredibilitas (credibility). 
Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif 
dapat dilakukan antara lain dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan 
ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman s1ejawat, analisis 
kasus negatif, dan membercheck. Namun karena penelitian ini menggunakan 
berbagai sumber data dan teori dalam menghasilkan data dan informasi yang 
akurat, maka cara yang tepat digunakan adalah dengan menggunakan metode 
triangulasi. Triangulasi sendiri menurut Norman dalam Rahardjo (2010: 6) adalah 
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gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji 
fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. 
Denkin dalam Rahardjo (2010), triangulasi meliputi empat hal yaitu triangulasi 
metode, triangulasi antar peneliti, triangulasi sumber, data dan triangulasi teori. 
Namun peneliti hanya menggunakan dua dari empat jenis triangulasi untuk 
menyelaraskan penelitian ini, yaitu: 
1. Triangulasi sumber data, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu 
melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain 
melalui wawancara dengan informan, juga menggunakan sumber data 
pendukung lainnya seperti dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, 
catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu 
masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, 
yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda 
pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan 
melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal. 
2. Triangulasi Teori, yaitu hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah 
rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya 
dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias 
individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain 
itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan 
peneliti mampu menggali pengetahuan teoritis secara mendalam atas hasil 
analisis data yang telah diperoleh. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Deskripsi Lokasi Penelitian 
1. Sejarah BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan 
Sejalan dengan perkembangan sejarah Indonesia, Badan Pemeriksa 
Keuangan RI juga mengalami berbagai perkembangan. Sekitar 30 tahun setelah 
lembaga tinggi Negara yang bernama BPK dan yang dikenal dengan singkatan 
BPK ini hijrah dari Yogyakarta ke Bogor lalu ke Jakarta, kemudian BPK RI baru 
mempunyai satu perwakilan BPK, yang kemudian dikenal dengan nama 
Perwakilan BPK Wilayah II di Yogyakarta. Selanjutnya pada usianya yang ke 34, 
BPK mulai mengembangkan sayapnya untuk mengimbangi tuntutan akan 
peningkatan mutu hasil pemeriksaan. Mengingat semakin Meningkatnya 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun serta 
tanggung jawab tugas pemeriksaan yang semakin meningkat pula, maka pada 
tahun 1981 dibentuk Perwakilan BPK Wilayah III berdasarkan Keputusan Ketua 
BPK No. 04/SK/K/1981 tentang perwakilan BPK di Ujung Pandang dan 
Keputusan Ketua BPK No. 80/SK/K/1982 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan. Perwakilan BPK Wilayah III di 
Ujung Pandang diresmikan pada tanggal 27 Mei 1981. 
Pada perkembangannya, BPK Wilayah III di Ujung Pandang beberapa kali 
mengalami perubahan nama. Perubahan nama untuk pertama kalinya adalah 
menjadi Perwakilan VII BPK RI di Makassar berdasarkan Keputusan Ketua BPK 
RI Nomor 12/SK/I-VII.3/7/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana 
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BPK RI. Selanjutnya terjadi perubahan lagi menjadi Perwakilan BPK RI di 
Makassar berdasarkan Keputusan Ketua BPK RI Nomor 02/SK/I-VII.3/1/2006 
sebagai perubahan keempat atas Keputusan BPK RI Nomor 12/SK/I-VII.3/7/2004 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK RI. Selanjutnya, berdasarkan 
Keputusan Ketua BPK RI Nomor 06/K/I-XIII.2/10/2008 tentang Nama Kantor 
Perwakilan BPK RI, nama Perwakilan BPK RI di Makasar menjadi Perwakilan 
Provinsi Sulawesi Selatan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 
2. Visi, Misi, Tujuan Strategis dan Nilai-Nilai Dasar 
a. Visi 
Menjadi pendorong pengelolaan keuangan Negara untuk mencapai tujuan 
Negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. 
b. Misi 
1) Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara secara bebas 
dan mandiri. 
2) Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan 
profesional. 
c. Tujuan Strategis 
Dalam memastikan tercapainya visi dan misi, maka ditetapkan dua tujuan 
strategis, yaitu: 
1) Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong 
pengelolaan keuangan Negara untuk mencapai tujuan Negara. 
2) Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan 
keuangan Negara untuk mencapai tujuan Negara. 
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d. Nilai-Nilai Dasar 
Pencapaian cita-cita yang tertuang di dalam visi dan misi akan dilaksanakan 
oleh seluruh pegawai dengan berlandaskan pada nilai-nilai dasar sebagai 
berikut: 
1) Integritas 
Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas 
dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan. 
2) Independensi 
Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, 
maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan 
pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan 
pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi 
independensi. 
3. Bidang Tugas Pimpinan 
a. Kepala Perwakilan 
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas memeriksa 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan, kota/kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Usaha 
Milik Daerah dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk 
melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh Auditorat Keuangan Negara 
(AKN). 
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b. Kepala Sub Auditorat Sulsel I 
Sub Auditorat Sulawesi Selatan I mempunyai tugas memeriksa pengelolaan 
dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan, Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, Kabupaten 
Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, dan kabupaten 
selayar serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, 
termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN. 
c. Kepala Sub Auditorat Sulsel II 
Sub Auditorat Sulawesi Selatan II mempunyai tugas memeriksa pengelolaan 
dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Maros, 
Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru, Kota Pare-Pare, Kabupaten Pinrang, 
Kabupaten Sidrap, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja dan Toraja 
Utara serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, 
termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN. 
d. Kepala Sub Auditorat Sulsel III 
Sub Auditorat Sulawesi Selatan III mempunyai tugas memeriksa pengelolaan 
dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Bone, 
Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Luwu, 
Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur serta BUMD 
dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk 
melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN. 
e. Kepala Sekretariat Perwakilan 
Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi: 
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1) Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
2) Pengurusan sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana di 
lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. 
3) Pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi 
informasi, administrasi umum, dan keprotokolan di lingkungan BPK 
Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. 
4) Penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan 
dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK. 
5) Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala BPK Perwakilan 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
6) Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala BPK Perwakilan 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
f. Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia (SDM) 
Subbagian SDM mempunyai tugas melaksanakan pengurusan sumber daya 
manusia di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. 
g. Kepala Subbagian Keuangan 
Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, 
perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta 
menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan 
BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. 
h. Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan 
Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha  
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Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang 
kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi 
Sulawesi Selatan, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, dan 
menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta 
pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kerja (SIMAK) dalam 
rangka pengukuran Indikator Kerja Utama (IKU) unit pada lingkup tugas BPK 
Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. 
i. Kepala Subbagian Umum dan Teknologi Informasi 
Subbagian umum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan 
administrasi umum, teknologi informasi, dan pengelolaan arsip, serta 
melaksanakan pengurusan sarana dan prasarana di lingkungan BPK Perwakilan 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
j. Kepala Subbagian Hukum 
Subbagian hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di 
bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan, dan informasi 
hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
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4. Struktur Organisasi 
Gambar 4.1 
Struktur Organisasi BPK RI Sulawesi Selatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
       Sumber : Data diolah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan 2016) 
5. Regulasi Mengenai Auditor BPK 
Regulasi yang mengatur tentang auditor BPK didasarkan pada 
Undang-Undang Nomor 15  Tahun 2004, standar pemeriksaan merupakan 
patokan untuk melakukan pemeriksaan dan pengelolaan dan 
tanggungjawab keuangan negara yang wajib dipedomani oleh BPK 
dan/atau pemeriksa. Regulasi yang juga berkaitan dengan auditor BPK 
diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 2017, yaitu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara 
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(SPKN) yang mengikat BPK maupun pihak lain yang melakukan 
pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.  
B. Deskripsi Informan Penelitian 
Nama-nama informan di bawah ini bersedia diwawancarai dengan tujuan 
peneliti, adapun informan tersebut adalah sebagai berikut: 
1. DB 
Beliau adalah auditor, berasal dari Malang Jawa Timur. Karir sebagai 
auditor dari inspektorat dimulai sejak tahun 2011. Pada tahun 2014 beliau 
pindah menjadi auditor di BPK RI SulSel. Pemilihan beliau sebagai 
informan dikarenakan pengalaman yang telah diperoleh beliau dalam hal 
auditor di BPK. 
2. RC 
Beliau adalah auditor yang berasal dari Lumajang Jawa Timur. Menjadi 
sebagai auditor BPK RI SulSel sejak tahun 2010 baik auditor internal 
maupun auditor eksternal. Pemilihan beliau sebagai informan dikarenakan 
pemahaman beliau terhadap kasus-kasus white collar crime yang terjadi 
baik dalam pemerintahan maupun dalam swasta. 
3. . NA 
Beliau adalah auditor yang berasal dari Soppeng Sulawesi Selatan. Karir 
sebagai auditor BPK RI SulSel dimulai sejak tahun 2014, akan tetapi 
dalam hal mengaudit baru dimulai sejak tahun 2016. Pemilihan beliau 
sebagai informan dikarenakan beliau telah menyelesaikan berbagai macam 
kasus yang termasuk dalam white collar crime. 
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C. Akuntansi Forensik Mereduksi White Collar Crime 
Instansi pemerintah maupun swasta diwajibkan membuat laporan 
keuangan untuk menggambarkan kinerja keuangannya. Kemudian laporan 
tersebut akan diperiksa kewajarannya oleh auditor, untuk instansi pemerintah 
khususnya akan diperiksa oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan 
Pembangunan (BPKP). Dalam proses audit laporan keuangan, kemungkinan 
adanya indikasi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan/kekayaan 
Negara sangatlah besar. 
Banyaknya kasus korupsi dan white collar crime yang terjadi dalam 
pemerintahan akhir-akhir ini, semakin menyadarkan pemerintah beserta rakyat 
Indonesia untuk terus mengawasi pertanggung jawaban. Kasus-kasus korupsi 
yang akhir-akhir ini marak terjadi bukan saja menunjukkan rendahnya semangat 
dan kinerja pemerintahan. Kurangnya pertanggungjawaban menjadi penyebab 
semakin banyaknya kasus-kasus white collar crime di Indonesia. 
Salah satu pencegahan dalam menanggulangi kejahatan white collar crime 
ini adalah dengan adanya akuntansi forensik atau audit forensik. Di Indonesia, 
kompetensi bidang audit forensik sudah distandarisasi melalui Kepmenakertrans 
No. 46/MEN/II/2009 tentang penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional 
Indonesia (SKKNI) Bidang Audit Forensik. Sebelum membahas lebih jauh perlu 
diketahui tanggapan informan mengenai akuntansi forensik dan white collar 
crime. 
Hasil wawancara dengan informan, maka di peroleh informasi sebagai 
berikut:  
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“Akuntansi forensik di BPK sendiri adalah audit yang bersifat 
investigatif. Di BPK terdapat unit atau bagian khusus yang 
membidangi pemeriksaan investigatif tersebut. Unit tersebut 
bertempat di Jakarta. White Collar Crime sendiri merupakan kasus 
kejahatan yang melibatkan kerah putih. Kerah putih sendiri 
melibatkan orang-orang yang mempunyai wewenang atau jabatan 
yang tinggi. Melibatkan orang yang bersifat pengambil keputusan 
atau pembuat kebijakan.”. (Wawancara dengan informan DB, 
tanggal 16 Februari 2019). 
 
Wawancara tersebut di atas diketahui, bahwa Akuntansi forensik 
merupakan ilmu dalam bidang akuntansi dengan menggambarkan keterlibatan 
yang diperoleh dari adanya perselisihan secara ligitasi. Adapun white collar crime 
adalah salah satu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang 
memiliki kekuasaan pembuat kebijakan/berwewenang. Gambaran lain tentang 
Akuntansi forensik dan white collar crime dijelaskan dalam sebuah wawancara 
dengan salah satu informan yang mengatakan bahwa: 
“Akuntansi forensik sendiri yang ada di BPK lebih banyak kepada 
kerugian negara maka berkaitan dengan itu harus dibutuhkan 
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan white collar 
crime sendiri merupakan kejahatan yang tersembunyi dan luas, 
karena sifatnya luas maka bisa juga terjadi pada pemerintahan begitu 
pula dengan swasta.” (Wawancara dengan informan RC, tanggal 18 
Februari 2019). 
 
Wawancara tersebut di atas diketahui, bahwa akuntansi forensik bertujuan 
untuk mengungkap kasus yang mengakibatkan kerugian Negara yang dikaitkan 
dengan Undang-Undang Tipikor, sedangkan white collar crime sendiri adalah 
kejahatan yang sifatnya tersembunyi. 
Pendapat informan-informan di atas mengenai akuntansi forensik senada 
dengan pendapat dari D. Larry Crumbley bahwa: 
“ Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa akuntansi forensik adalah 
akuntansi yang akurat untuk tujuan hukum, artinya akuntansi yang 
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dapat bertahan dalam kancah perseteruan selama proses pengadilan 
atau proses peninjauan judisial atau administrative.” 
 
Sedangkan, white collar crime, senada dengan Federal Beureau 
Investigation (FBI) kejahatan kerah putih (white collar crime) adalah berbohong, 
curang, dan mencuri. Istilah ini diciptakan pada tahun 1939 dan sekarang identik 
dengan berbagai macam penipuan yang dilakukan oleh para profesional bisnis dan 
pemerintah. 
Tindakan korupsi yang sudah menjamur tentunya memberikan dampak 
negatif terhadap berbagai aspek dan kalangan khususnya bagi para muda-mudi 
dan anak-anak calon pemimpin bangsa. Tak dapat dipungkiri para pejabat 
pemerintah yang seharusnya menjadi teladan bagi para generasi penerus justru 
memberikan contoh buruk yang dapat merusak jiwa dan kepribadian generasi 
muda.  Maraknya tindak kecurangan yang dilakukan oleh institusi pemerintah 
maupun non pemerintah seperti yang terjadi di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
Hasil wawancara dengan informan, maka di peroleh informasi sebagai 
berikut: 
“Pernah terjadi, kasus tersebut melibatkan pejabat pembuat aturan 
dan pejabat pengambil keputusan.” (Wawancara dengan informan 
DB, tanggal 16 Februari 2019). 
 
Wawancara tersebut di atas diketahui, bahwa umumnya kasus-kasus yang 
terlibat dalam kelompok white collar crime adalah orang-orang yang memegang 
kekuasaan tertinggi dalam sebuah lembaga atau jabatan-jabatan pemegang dan 
pembuat keputusan. Wawancara dengan informan lainnya, mengatakan bahwa: 
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“Pernah terjadi, tepatnya disalah satu kabupaten Wajo seperti anggaran 
proyek yang disalahgunakan dananya. Artinya tidak sesuai yang 
dianggarkan dengan yang digunakan dan biasanya kejadian-kejadian 
seperti ini dilakukan oleh orang-orang besar/pejabat yang 
bertanggungjawab.” (Wawancara dengan informan NA, tanggal 18 
Februari 2019). 
 
Wawancara tersebut di atas diketahui, bahwa white collar crime pernah 
terjadi adalah penyelewengan suatu anggaran yang tidak sesuai dengan apa yang 
dianggarkan dana terhadap apa yang dikerjakan. Kondisi seperti ini tentu 
berdampak negatif terhadap lembaga pemerintahan. Kondisi ini pula sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohaniwan (2011), bahwa kejahatan kerah 
putih (white collar crime) adalah istilah temuan Hazel Croal untuk menyebut 
berbagai tindak kejahatan di lembaga pemerintahan yang terjadi, baik secara 
struktural yang melibatkan sekelompok orang maupun secara individu. Lain 
halnya dengan pendapat informan yang mengatakan bahwa: 
“Kasus white collar crime pada pemerintah belum pernah saya 
alami, akan tetapi pada swasta banyak. Salah satunya adalah 
berkaitan dengan pencurian atau penggelapan dana dengan cara 
sudah diatur sedemikian rupa oleh oknum yang tidak 
bertanggungjawab.” (Wawancara dengan informan RC, tanggal 16 
Februari 2019). 
 
Wawancara tersebut di atas diketahui, bahwa kasus yang termasuk ke 
dalam white collar crime bukan saja terjadi pada pemerintahan, akan tetapi 
umumnya terjadi pada swasta dan ini sifatnya terselubung sulit untuk 
diidentifikasi sehingga peranan dari akuntansi forensik sangat berguna dalam 
mengungkap kasus-kasus seperti di atas. 
Seperti diketahui bahwa prinsip pemerintahan yang baik atau good 
governance memiliki prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, kemandirian, 
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integritas dan partisipasi. Namun kenyataannya itu sulit diwujudkan karena 
pemerintah Indonesia kini marak melakukan tindakan kriminal seperti korupsi dan 
penggelapan dana lainnya sehingga kasus tersebut semakin meningkat tajam dan 
kian memprihatinkan. 
Banyaknya kasus white collar crime tersebut membuat aksi mereduksi 
terhadap white collar crime itu mulai banyak dilakukan. Salah satu cara yang 
digunakan untuk mereduksi kejahatan ini adalah pembentukan lembaga-lembaga 
pemerintah yang menangani tindak korupsi. Dalam hal ini peran akuntansi 
forensik dirasa mampu menekan kasus kriminal karena akuntansi forensik 
merupakan bentuk pengumpulan, pengevaluasian, dan pelaporan bukti hasil 
kegiatan serta informasi keuangan pemerintah melalui pendekatan akuntansi,audit 
dan hukum sehingga segala bentuk kegiatan keuangan dapat diketahui termasuk 
penyimpangan. 
Peranan utama akuntansi forensik dalam meredukasi white collar crime 
melakukan investigasi, penelusuran penyelidikan. Prosedur khusus yang dapat 
dilakukan akuntansi forensik dalam mereduksi white collar crime, dalam sebuah 
wawancara dengan informan mengatakan bahwa: 
“Dalam sebuah kasus yang terjadi, terlibatnya orang-orang yang 
memiliki wewenang tertinggi dalam sebuah system pemerintahan 
maka akuntansi forensik sangat diperlukan. Tugas utama yang 
dilakukan adalah menelusuri catatan-catatan bukti yang dikaitkan 
dengan bukti-bukti yang mendukung.” (Wawancara dengan 
informan NA, tanggal 18 Februari 2019).” 
 
Wawancara tersebut di atas diketahui, bahwa berbagai macam prosedur 
yang dapat dilakukan akuntansi forensik dalam meredukasi white collar crime. 
Melalui penerapan-penerapan seperti di atas maka dapat mewujudkan upaya good 
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governance yang berlandaskan transparansi dan akuntabilitas. Namun yang 
terpentingg dari semua itu adalah auditor dituntut untuk semakin peka terhadap 
berbagai penyimpangan yang disengaja (kecurangan) dan yang tidak disengaja 
(kekeliruan), baik yang terdeteksi maupun yang tidak terdeteksi. 
Wawancara dengan informan lainnya mengatakan bahwa: 
“Akuntansi forensik jelas sangat diperlukan dalam menangani 
permasalahan yang terjadi dalam pemerintahan, utamanya white collar 
crime. Tugas utama akuntansi forensik adalah membangun kasus 
tersebut kemudian dilanjutkan pada tahap investigasi. Dengan 
demikian dapat pendalaman kasus-kasus yang terjadi lebih mudah 
untuk mengungkap kasus yang sebenarnya terjadi”. (Wawancara 
dengan informan DB, tanggal 16 Februari 2019).” 
 
Wawancara tersebut di atas diketahui, bahwa keberadaan akuntansi 
forensik dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan orang-orang kerah putih 
sangat besar manfaatnya, akuntansi forensik melakukan upaya awal melalui 
membangun sebuah kasus hingga tindakan investigasi. Senada dengan itu hasil 
wawancara dengan salah satu informan yang mengatakan bahwa: 
“Apakah audit forensik perlu? jelas! Dalam BPK terdapat 7 AKN, 
white collar crime yang sifatnya tersembunyi tidak nampak secara 
jelas dan sangat sulit untuk mengungkapkannya, sehingga peran 
akuntansi forensik dalam mengungkap dan menginfertigasi sangat 
diperlukan.” (Wawancara dengan informan RC, tanggal 18 Februari 
2019). 
 
Wawancara tersebut di atas diketahui, bahwa kehadiran audit forensik 
dalam pemerintahan dan swasta sangat membantu dalam mengungkap kasus-
kasus white collar crime yang sifatnya terselubung. Akuntansi forensik sangat 
diperlukan mulai dari membangun sebuah kasus hingga pada tingkat investigasi 
sehingga kasus yang terselubung mampu diungkap dan dibawa ke pengadilan.  
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Penerapan akuntansi forensik dalam mereduksi white collar crime sangat 
relevan khususnya dalam upaya pencegahan fraud melalui tools-tools atau sistem 
aplikatif yang dibangun yaitu: 1) Fraud Control Plan (FCP) yang merupakan 
pengendalian khusus untuk pencegahan fraud, 2) Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP) sebagai pengendalian secara umum dalam setiap tahapan 
pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan, 
pelaporan dan pertanggungjawaban sampai monitoring dan evaluasi, serta 3) 
Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang secara khusus sebagai 
sistem informasi yang akan menghasilkan output dari hasil pengelolaan keuangan 
daerah yang sudah dikendalikan. Dengan kata lain, setiap tools yang sudah ada 
baik FCP, SPIP dan SIMDA adalah sistem yang aplikatif diterapkan terhadap 
pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan. 
Akuntansi forensik berperan penting dalam pelaksanaan pendeteksian dan 
pencegahan white collar crime, dimana teknik-teknik yang digunakan dalam audit 
forensik sudah menjurus secara spesifik untuk menemukan adanya white collar 
crime. Teknik-teknik tersebut banyak yang bersifat mendeteksi white collar crime 
secara lebih mendalam dan bahkan hingga ke level mencari tahu siapa pelaku 
white collar crime.  
Temuan ini mengkonfirmasi teori agensi mengasumsikan bahwa semua 
bertindak atas kepentingan mereka sendiri sebelum memenuhi kepentingan orang 
lain sehingga termotivasi dalam melakukan kecurangan. Maka dari itu, 
dibutuhkan pihak yang melakukan proses pemantauan dan pemeriksaan terhadap 
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pelaku kecurangan. Dimana akuntansi forensik sebagai salah satu bentuk dari 
teori agensi. 
D. Tindakan Akuntansi Forensik dalam Mereduksi White Collar Crime 
Akuntan forensik bertugas memberikan pendapat hukum dalam pengadilan 
(litigasi). Di samping tugas akuntan forensik untuk memberikan pendapat hukum 
dalam pengadilan (litigasi) ada juga peran akuntan forensik dalam bidang hukum 
di luar pengadilan (non litigasi) misalnya dalam membantu merumuskan alternatif 
penyelesaian perkara dalam sengketa, perumusan perhitungan ganti rugi dan 
upaya menghitung dampak pemutusan atau pelanggaran kontrak. 
Akuntansi forensik perlu mengumpulkan bukti-bukti yang asli agar dapat 
menunjukkan obyektivitasnya. Berbagai kasus korupsi dengan berbagai metode 
yang lebih canggih, perlu diantisipasi dari awal agar dapat mengurangi 
permasalahan korupsi. Hasil wawancara dengan para informan juga menunjukkan 
bahwa 
“Tindakan yang dapat dilakukan akuntansi forensik dalam mereduksi 
white collar crime dikenal dengan istilah 5W 1H. What yaitu kasus 
tersebut terkait apa; Who yaitu kasus tersebut melibatkan siapa; 
When yaitu kapan kasus tersebut terjadi; Why yaitu kenapa kasus itu 
terjadi; Where yaitu dimana kasus tersebut terjadi; How yaitu 
bagaimana kasus tersebut terjadi. Sedangkan, prosedur yang 
digunakan adalah analisa kebijakan aturan yang dibuat, 
membandingkan dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat, 
mewawancarai pihak terkait dan melakukan konfirmasi.” 
(Wawancara dengan informan DB, tanggal 16 Februari 2019). 
 
Hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa pentingnya penerapan 
akuntansi forensik demi kelangsungan dan pengembangan pemerintahan. 
Informasi tersebut menunjukkan Negara Indonesia sudah harus memperhatikan 
penerapan akuntansi forensik dengan mengurangi berbagai fraud atau kecurangan 
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yang dilakukan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab. Tindakan 
yang digunakan akuntansi forensik dikenal dengan istilah 5W 1H (What, Who, 
When, Why, Where dan How) 
Pemerintah telah menetapkan aturan-aturan mengenai Good Governance, 
dalam Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep117/M-MBU/2002 tanggal 1 
Agustus 2002 tentang Penerapan praktek Good Corporate Governance pada 
Badan Usaha Milik Negara, menekankan kewajiban bagi BUMN untuk 
menerapkan GCG secara konsisten dan menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai 
landasan operasionalnya. Meskipun adanya aturan-aturan yang menjadi landasan 
dalam melaksanakan GCG, dalam kenyataannya, upaya melakukan GCG di 
Indonesia banyak mengalami hambatan. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi 
pada BUMN dan akhirnya tidak kunjung selesai bahkan beberapa kasus berakhir. 
Hal ini dikarenakan korupsi merupakan kejahatan korupsi yang dilakukan oleh 
orang-orang berdasi yang memiliki intelektualitas tinggi (white collar crime). 
Wawancara dengan informan yang mengatakan bahwa: 
“Prosedur utama yang terpenting adalah system harus bagus, contoh 
yang bagus adalah perbankan, ketika system perbankan bocor atau 
sampai kebobolan pasti ada oknum dan pasti orang dalam 
bekerjasama dan pelakuknya adalah pelaku kunci. Hal yang perlu 
juga adalah SDM harus mampu terhadap akuntansi forensik jangan 
dipaksakan ketika tidak mampu karena pada saat terjadi kesalahan 
maka auditor tersebut bisa di salahkan.” (Wawancara dengan 
informan RC, tanggal 18 Februari 2019). 
 
Wawancara tersebut di atas diketahui, bahwa gabungan system yang bagus 
dan SDM yang berkualitas akan melahirkan auditor-auditor handal yang mampu 
mengungkap kasus-kasus yang terjadi, karena ketika salah satunya hilang atau 
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tidak terpenuhi maka sebuah lembaga akan pincang dan penyelesaian akan kasus-
kasus tidak terpecahkan. 
Akuntansi forensik dilaksanakan oleh berbagai lembaga seperti Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat 
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Bank Dunia (untuk proyek-proyek 
pinjamannya), dan kantor-kantor akuntan publik (KAP) di Indonesia. 
Penanggulangan white collar crime ini adalah menggunakan akuntansi 
forensik sebagai ilmu bantu dalam proses penyidikan maupun penuntutan. 
Dimana ilmu ini diterapkan dalam proses auditing/perhitungan keuangannya 
untuk menemukan bahwa ada atau tidaknya terjadi white collar crime, berapa 
kerugian yang telah ditimbulkan, di sektor mana telah terjadi white collar crime, 
metode apa yang dilakukan dalam melakukan white collar crime. Akan tetapi 
yang dapat melakukan atau memiliki hak yang diakui oleh hukum dalam 
melakukan akuntansi/auditing forensik ialah seorang akuntan/auditor yang sudah 
bersetifikat khusus sebagai ahli akuntansi forensik. Dimana hal ini telah 
distandarisasi melalu Kepmenakertrans No. 46/MEN/II/2009 tentang penetapan 
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Audit Forensik. 
Adanya tindak kecurangan keuangan dan white collar crime di tanah air 
Indonesia yang semakin canggih tetapi tidak didukung oleh fundamental hukum 
yang kuat, menimbulkan keprihatinan masyarakat. Perlunya sarana untuk 
mereduksi kejahatan kerah putih ini sangat dibutuhkan. Audit laporan keuangan 
tidak cukup untuk mendeteksi dan mengungkapkan kecurangan dalam kejahatan 
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keuangan. Salah satu ilmu yang dikembangkan di Indonesia untuk membantu 
audit laporan keuangan adalah akuntansi forensik. Auditor forensik yang 
diharuskan memiliki kompetensi khusus yang berbeda dengan auditor laporan 
keuangan melihat dari peran pentingnya dalam mereduksi white collar crime. 
Wawancara yang dilakukan dengan seorang informan, maka diperoleh 
informasi yang mengatakan bahwa: 
“Berbagai macam cara yang dapat dilakukan dalam mereduksi white 
collar crime yaitu mengetahui metode kasusnya, mengetahui resiko 
dan mengungkap bukti-bukti.” (Wawancara dengan informan RC, 
tanggal 18 Februari 2019). 
 
Hasil wawancara tersebut di atas diketahui, bahwa mereduksi white collar 
crime tentu melalui cara-cara yang terstruktural, mulai dari metodenya yaitu cara 
mengungkap biasanya tersistem mulai dari program audit sampai prosedur audit. 
Mengetahui resiko yang muncul dengan pendekatan asset dan pembiayaan dan 
yang utama adalah bukti-bukti yang diperoleh mampu mengantarkan sampai ke 
pengadilan. 
Kehadiran akuntansi forensik dengan perannya yang sangat besar 
membawa angin segar dalam pemerintahan utamanya di Indonesia, terutama pada 
pemerintahan yang sering terkena kasus white collar crime. Mengungkap kasus-
kasus besar yang dapat merugikan negara tentunya diperlukan sebuah lembaga 
yang betul-betul mengerti penanganan kasus tersebut sehingga tercipta good 
governance.  
Eksistensi akuntansi forensik lebih dikenal dalam dunia pemerintahan dan 
swasta sangat diharapkan peranannya, seperti yang disampaikan oleh informan 
yang mengatakan bahwa: 
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“Harapan kita kita ke depannya adalah akuntansi forensik perlu 
pembenahan dari segi metode yang jelas, sehingga kasus-kasus yang 
ada dapat ditelusuri dengan baik. Pembenahan kekurangan alat dan 
bahan sebaiknya mengikuti standarisasi akuntansi forensik.” 
(Wawancara dengan informan NA, tanggal 18 Februari 2019). 
 
Wawancara tersebut di atas diketahui, bahwa besar harapan pemerintah 
dalam mengupayakan eksistensi akuntansi forensik dalam melakukan investigasi 
kasus-kasus yang diserang oleh orang-orang kerah putih. Hanya yang menjadi 
persoalan adalah metode yang tidak jelas sehingga diperlukan pembenahan alat 
dan bahan yang memenuhi standarisasi akuntansi forensik. 
Audit forensik merupakan bentuk pengumpulan, pengevaluasian, dan 
pelaporan bukti hasil kegiatan serta informasi keuangan pemerintah melalui 
pendekatan akuntansi dan hukum sehingga segala bentuk kegiatan keuangan dapat 
diketahui termasuk penyimpangan. Dengan penerapan sistem seperti itu akan 
mereduksi timbulnya resiko seperti, pelanggaran dan white collar crime yang 
terjadi sehingga mewujudkan upaya good governance yang berlandaskan 
transparansi dan akuntabilitas. 
Akuntansi forensik perlu melakukan pelatihan-pelatihan untuk menopang 
keberlangsungan eksistensi akuntansi forensik dalam dunia pemerintahan untuk 
menopang upaya good governance. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh 
informan dalam sebuah wawancara yang mengatakan bahwa: 
“Para pemeriksa investigatif agar diberikan kesempatan pendidikan 
dan pelatihan ke luar negeri, sehingga bisa banyak belajar atas kasus-
kasus yang bersifat internasional, sehingga menambah wawasan dan 
pengalaman.” (Wawancara dengan informan DB, tanggal 16 
Februari 2019). 
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Wawancara tersebut di atas diketahui, bahwa perlu adanya studi banding 
ke luar Negeri untuk mempelajari kasus-kasus yang terjadi di luar Negeri sebagai 
penambah ilmu dan wawawan para pemeriksa investigatif. Melalui kesempatan 
tersebut dalam menangani masalah atau kasus-kasus yang terjadi sudah terbiasa 
dengan adanya pelatihan-pelatihan yang profesional. 
Dalam memainkan perannya dalam mengungkap dan mereduksi white 
collar crime, bahwa akuntansi forensik merupakan perpaduan antara akuntansi, 
audit dan hukum, maka seorang akuntan forensik dituntut untuk memiliki 
pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai ketiga ilmu tersebut. 
Selain itu, seorang akuntan forensik juga perlu dibekali dengan kemampuan dan 
pemahaman mengenai perilaku manusia dan organisasi, pengetahuan tentang 
aspek yang mendorong dilakukannya kecurangan (rationalization), pengetahuan 
mengenai alat bukti, pengetahuan mengenai kriminologi serta viktimologi, dan 
yang terpenting seorang akuntan forensik harus memiliki kemampuan untuk 
berpikir seperti pencuri (think as a thief). 
Jika dihubungkan dengan kasus white collar crime di Indonesia yang 
sudah mengakar begitu dalamnya sehingga menjadi budaya, hal ini seharusnya 
menjadi peluang bagi profesi akuntan forensik untuk menjadi lebih maju, dan 
memberikan manfaat bagi pemberantasan tindak pidana korupsi. Akuntansi 
forensik bisa menjadi senjata atau alat untuk mempercepat mereduksi white collar 
crime, namun ruang gerak akuntansi forensik begitu terbatasi dengan peralatan 
dan kebebasan dalam mengungkap suatu white collar crime. Begitu cepatnya 
pertumbuhan white collar crime tidak sebanding dengan mereduksi yang 
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dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah harus membuka ruang gerak bagi akuntan 
forensik untuk masuk lebih jauh dalam upaya mereduksi white collar crime. 
Dengan terbukanya ruang gerak bagi akuntan forensik, perlahan tapi pasti dapat 
menurunkan tingkat white collar crime yang terjadi di Indonesia, bahkan tidak 
mustahil untuk mereduksi sampai ke akar dan mengubah budaya white collar 
crime yang sudah terpatri tersebut. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Akuntansi forensik; upaya mereduksi white collar crime (studi kasus pada 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Sulawesi Selatan) dapat diambil beberapa 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penerapan akuntansi forensik dalam mereduksi white collar crime sangat 
relevan khususnya dalam upaya pencegahan fraud melalui tools-tools atau 
sistem aplikatif yang dibangun yaitu: 1) Fraud Control Plan (FCP) yang 
merupakan pengendalian khusus untuk pencegahan fraud; 2) SPIP sebagai 
pengendalian secara umum dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah 
mulai dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan 
pertanggungjawaban sampai monitoring dan evaluasi; 3) SIMDA yang secara 
khusus sebagai sistem informasi yang akan menghasilkan output dari hasil 
pengelolaan keuangan daerah yang sudah dikendalikan. Dengan kata lain, 
setiap tools yang sudah ada baik FCP, SPIP dan SIMDA adalah sistem yang 
aplikatif diterapkan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan.8 
2. Akuntansi forensik dapat menemukan petunjuk awal (indicia of fraud) 
terjadinya kecurangan. Dalam melakukan tindakan dalam mengungkap dan 
mereduksi white collar crime, bahwa akuntansi forensik merupakan perpaduan 
antara akuntansi, audit dan hukum, maka seorang akuntan forensik dituntut 
untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai ketiga 
ilmu tersebut. Akuntansi forensik melakukan pemeriksaan dari dalam dan 
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menggunakan pendekatan prosedural audit. Selain itu seorang akuntan forensik 
juga perlu dibekali dengan kemampuan dan pemahaman mengenai perilaku 
manusia dan organisasi, pengetahuan tentang aspek yang mendorong 
dilakukannya kecurangan (rationalization), pengetahuan mengenai alat bukti, 
pengetahuan mengenai kriminologi serta viktimologi, dan yang terpenting 
seorang akuntan forensik harus memiliki kemampuan untuk berpikir seperti 
pencuri (think as a thief). 
B. Keterbatasan Penelitian 
Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu: 
Beberapa hal dalam penelitian ini belum tereksplorasi secara detail karena 
adanya kendala dalam menemui informan. 
C. Implikasi Penelitian 
Dari beberapa penjelasan dan kesimpulan di atas, maka untuk pencapaian 
sasaran maksimal dalam mereduksi white collar crime, maka berimplikasi 
terhadap beberapa hal sebagai berikut: 
1. Penelitian ini terbatas hanya pada BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan, 
diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk lebih memperluas lokasi 
penelitian sehingga dapat memberi gambaran lebih jelas mengenai 
akuntansi forensik dalam pencegahan white coller crime di Indonesia. 
2. Mereduksi white collar crime sebaiknya perlu dilakukan koordinasi 
dengan para penegak hukum, agar pelaku white collar crime di Indonesia 
dapat dihilangkan meskipun dengan sedikit demi sedikit namun tetap  
berkelanjutan. 
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LAMPIRAN 1 
TRANSKIP WAWANCARA INFORMAN 
 
 
 
 
 
 
Hasil wawancara dengan Informan DB 
Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakathu. Selamat Pagi/Siang/Sore. 
Saya Sri Dewi Ratu, Mahasiswi Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang sedang 
melakukan penelitian dengan judul “Akuntansi Forensik; Upaya Mereduksi 
White Collar Crime”. Untuk itu mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk 
mengisi manuskrip dalam rangka pengumpulan data. Dalam pengisian 
manuskrip ini, Bapak/Ibu/Saudara(i) diharapkan menjawab semua pertanyaan 
dengan baik dan sejujur-jujurnya. Kejujuran anda akan memberikan manfaat 
berarti bagi penelitian ini, dan pada akhirnya akan menjadi masukan bagi kita 
semua. 
Atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. 
Nama  : DB (Informan 1) 
Pukul               : 11.00 WITA 
Hari/ tanggal   : Senin, 18  Februari 2019 
Jabatan : Auditor 
Pertanyaan  
1. Pertanyaan : Bagaimana pemahaman atau tanggapan Bapak/Ibu  tentang  
akuntansi forensik dan white collar crime? 
Jawaban  : Akuntansi forensik di BPK sendiri adalah audit yang bersifat  
investigatif. Di BPK terdapat unit atau bagian khusus yang 
membidangi pemeriksaan investigatif tersebut. Unit tersebut 
bertempat di Jakarta. White Collar Crime sendiri merupakan 
kasus kejahatan yang melibatkan kerah putih. Kerah putih 
sendiri melibatkan orang yang mempunyai wewenang atau 
 
 
 
 
 
jabatan yang tinggi. Melibatkan orang yang bersifat 
pengambil keputusan atau pembuat kebijakan. 
2. Pertanyaan : Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan kasus mengenai white  
collar crime? Jika Ya, kasus seperti apa? 
Jawaban   : Pernah, kasus tersebut melibatkan pejabat pembuat aturan dan  
pejabat pengambil keputusan.. 
3. Pertanyaan : Bagaimana akuntansi forensik dalam mereduksi white collar  
crime? 
Jawaba  : Dengan akuntansi forensik maka bisa mendalami permasalahan 
yang melibatkan orangorang pintar yang membunyai 
wewenang pengambilan keputusan dan membuat kebijakan. 
4. Pertanyaan : Bagaimana peran akuntansi forensik dalam mereduksi white  
collar crime? 
Jawaban   : Pemeriksaan akuntansi forensik sendiri bersifat khusus,  
pemeriksaan lebih dalam dan fokus untuk menggali 
permasalahan tersebut. 
5. Pertanyaan : Prosedur khusus yang digunakan dalam mereduksi white  
collar crime? 
Jawaban   : menggunakan 5 W dan 1 H, 1.  What, kasus tersebut terkait apa  
2. Who, kasus tersebut melibatkan siapa 3. When, kapan kasus 
tersebut terjadi 4. Why, kenapa kasus tersebut bisa terjadi 5. 
Where, dimana kasus tersebut terjadi 6. How, bagaimana kasus 
tersebut bisa terjadi prosedur: 1. Analisa kebijakan aturan yang 
dibuat; 2. membandingkan dengan aturan yang dibuat oleh 
Pemerintah Pusat; 3. Mewawancarai pihak terkait; 4. 
Melakukan konfirmasi. 
 
 
 
 
 
 
6. Pertanyaan : Apa harapan Bapak/Ibu terkait peran akuntansi forensik dalam  
mereduksi white collar crime, agar kedepannya eksistensi 
akuntansi forensik semakin menempatkan jejaknya dalam 
dunia auditor? 
Jawaban   : Para pemeriksa investigatif agar diberikan kesempatan  
pendidikan dan pelatihan ke luar negeri, sehingga bisa banyak 
belajar atas kasus kasus yang bersifat internasional, sehingga 
menambah wawasan dan pengalaman.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasil wawancara dengan informan (NA) 
Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakathu. Selamat Pagi/Siang/Sore. 
Saya Sri Dewi Ratu, Mahasiswi Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang sedang 
melakukan penelitian dengan judul “Akuntansi Forensik; Upaya Mereduksi 
White Collar Crime”. Untuk itu mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk 
mengisi manuskrip dalam rangka pengumpulan data. Dalam pengisian 
manuskrip ini, Bapak/Ibu/Saudara(i) diharapkan menjawab semua pertanyaan 
dengan baik dan sejujur-jujurnya. Kejujuran anda akan memberikan manfaat 
berarti bagi penelitian ini, dan pada akhirnya akan menjadi masukan bagi kita 
semua. 
Atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. 
Nama  : NA (Informan 2) 
Jam                  : 11.00 WITA 
 Hari/Tinggal   : 18 Februari 2019 
Jabatan : Auditor 
Pertanyaan  
1. Pertayaan : Bagaimana pemahaman atau tanggapan Bapak/Ibu tentang 
akuntansi forensik dan white collar crime? 
Jawaban : Akuntansi forensik adalah tim yang membangun kasus, sehingga  
penting itu forensik sehingga muncul itu kasusnya, apa 
modusnya. Kasus berjalan tidak bisa berjalan dengan sendirinya, 
tentunya ada rekan yang membantunya. 
2. Pertanyaan : Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan kasus mengenai white 
collar crime? Jika Ya, kasus seperti apa? 
 
 
 
 
 
Jawaban : Terjadi pernah, seperti anggaran proyek yang disalahgunakan  
dananya. Artinya tidak sesui yang dianggarkan dengan yang 
digunakan dan biasanya kejadian-kejadian seperti ini dilakukan 
oleh orang-orang besar/pejabat yang bertanggungjawab 
3. Pertanyaan : Bagaimana akuntansi forensik dalam mereduksi white collar 
crime? 
Jawaban : Membangun kasus yang terjadi kemudian dilanjutkan  
investigasi, disinilah keberadaan akuntansi forensik sangat 
diperlukan. Lebih simpelnya dibutuhkan investigasi dan 
penyelidikan pihak-pihak yang terkait. 
4. Pertanyaan : Bagaimana peran akuntansi forensik dalam mereduksi white 
collar crime? 
Jawabaan : Dalam sebuah kasus yang terjadi, terlibatnya orang-orang yang  
memiliki wewenang tertinggi dalam sebuah system 
pemerintahan maka akuntansi forensik sangan diperlukan. 
Tugas utama yang dilakukan adalah menelusuri catatan-catatan 
bukti yang dikaitkan dengan bukti-bukti yang yang 
mendukung. 
5. Pertanyaan : Prosedur khusus yang digunakan dalam mereduksi white 
collar crime? 
Jawaban : Sebenarnya tidak ada yang beda, sudah ada prosedur yang sudah  
ditetapkan, hanya teknik akuntansi yang jelas. 
6. Pertanyaan : Apa harapan Bapak/Ibu terkait peran akuntansi forensik dalam  
mereduksi white collar crime, agar kedepannya eksistensi 
akuntansi forensik semakin menempatkan jejaknya dalam 
dunia auditor? 
Jawaban : Harapan kita kita ke depannya adalah akuntansi forensik perlu  
 
 
 
 
 
pembenahan dari segi metode yang jelas, sehingga kasus-kasus 
yang ada dapat ditelusuri dengan baik. Pembenahan kekurangan 
alat dan bahan seyogyanya mengikuti standarisasi akuntansi 
forensik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manuskrip  dan hasil wawancara dengan informan RC 
Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakathu. Selamat Pagi/Siang/Sore. 
Saya Sri Dewi Ratu, Mahasiswi Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang sedang 
melakukan penelitian dengan judul “Akuntansi Forensik; Upaya Mereduksi 
White Collar Crime”. Untuk itu mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk 
mengisi manuskrip dalam rangka pengumpulan data. Dalam pengisian 
manuskrip ini, Bapak/Ibu/Saudara(i) diharapkan menjawab semua pertanyaan 
dengan baik dan sejujur-jujurnya. Kejujuran anda akan memberikan manfaat 
berarti bagi penelitian ini, dan pada akhirnya akan menjadi masukan bagi kita 
semua. 
Atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. 
Nama  : RC (Informan 3) 
Jam                  : 11.00 WITA 
 Hari/Tinggal   : 16 Februari 2019 
Jabatan  : Auditor 
Pertanyaan  
1. Pertanyaan : Bagaimana pemahaman atau tanggapan Bapak/Ibu tentang  
akuntansi forensik dan white collar crime? 
Jawaban : Akuntansi forensik sendiri yang ada di Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) lebih banyak kepada kerugian negara maka 
berkaitan dengan itu harus dibutuhkan Undang-Undang Tindak 
Pidana Korupsi. Sedangkan white collar crime sendiri 
merupakan kejahatan yang tersembunyi dan luas, karena 
 
 
 
 
 
sifatnya luas maka bisa juga terjadi pada pemerintahan begitu 
pula dengan swasta. 
2. Pertanyaan : Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan kasus mengenai white  
collar crime? Jika Ya, kasus seperti apa? 
Jawaban : Kasus white collar crime pada pemerintah belum pernah saya  
alami, akan tetapi pada swasta banyak. Salah satunya adalah 
berkaitan dengan pencurian atau penggelapan dana dengan cara 
sudah diatur sedemikian rupa oleh oknum yang tidak 
bertanggungjawab. 
3. Pertanyaan : Bagaimana akuntansi forensik dalam mereduksi white collar  
crime? 
Jawaban : Berbagai macam cara yang dapat dilakukan dalam  
meminimalisir white collar crime yaitu mengetahui metode 
kasusnya, mengetahui resiko dan mengungkap bukti-bukti. 
4. Pertanyaan : Bagaimana peran akuntansi forensik dalam mereduksi white  
collar crime? 
Jawaban : Apakah audit forensik perlu, jelas! dalam BPK terdapat 7  
Auditorat Keuangan Negara(AKN), white collar crime yang 
sifatnya tersembunyi tidak Nampak secara jelas dan sangat sulit 
untuk mengungkapkannya, sehingga peran akuntansi forensik 
dalam mengungkap dan menginfertigasi sangat diperlukan. 
 
5. Pertanyaan : Prosedur khusus yang digunakan dalam mereduksi white  
collar crime? 
Jawaban : Prosedur utama yang terpenting adalah system harus bagus,  
contoh yang bagus adalah perbankan, ketika system perbankan 
bocor atau sampai kebobolan pasti ada oknum dan pasti orang 
 
 
 
 
 
dalam bekerjasama dan pelakuknya adalah pelaku kunci. Hal 
yang perlu juga adalah Sumber Daya Manusia (SDM) harus 
mampu terhadap akuntansi forensik jangan dipaksakan ketika 
tidak mampu karena pada saat terjadi kesalahan maka auditor 
tersebut bisa disalahkan. 
6. Pertanyaan : Apa harapan Bapak/Ibu terkait peran akuntansi forensik dalam  
mereduksi white collar crime, agar kedepannya eksistensi 
akuntansi forensik semakin menempatkan jejaknya dalam 
dunia auditor? 
Jawaban : Dibuatkan kurikulum pembelajaran tersendiri pada Perguruan  
Tinggi dengan harapan output SDM yang dihasilkan betul-betul 
memiliki keahlian audit yang handal dan professional.  
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